BAB II
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
Timbulnya pro dan kontra (perdebatan) tentang mekanisme pengisian

jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY ketika dilakukan pembahasan RUUK

i dan keistimewaan DIY

Melalui ba r% amat’ pafijjang, keistimewaan DIY,

Indonesia ada egara huke 0 saja menganut negara hukum

Indonesia itu adalah Negara F yangidemokratis (democratische rechtstaat)
dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum
(constitutional democrazy) yang tidak terpisahkan satu sama lain.' Sebagaimana
disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham
negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan

erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara

hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan

! Jimly Asshiddigie. Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat
UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum
Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, hlm. 3.
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Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung
dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. 2

Meskipun Presiden dengan persetujuan DPR telah mengesahkan UUK
DIY Nomor 13 Tahun 2012, akan tetapi Undang-Undang ini sulit dijalankan,
karena sebelum Undang-Undang ini dijalankan timbul polemik baru. Polemik ini

mulai ketika Sri Sultan Hamengkm, Buwana X pada tanggal 30 April 2015

mengeluarkan SabdaRaja dan pada tanggal 5 Meéi 2015 mengumumkan Dawuh

Raja.

an Dawuh Raja itu berkaitan
dengan tahta Gubetnur DIY, sebagaimana
diatur dalam g menjadi pemicu
timbulnya onseravatif, yang

yang selama ini

gesekan hingga ke masyarakat DIY. Oleh karena itu menarik untuk dikaji dan
dianalisis secara komprehensif serta ditemukannya aturan hukum baru sebagai
alternatif solusi yang dapat memperkecil celah perdebatan bahkan gesekan.
Berdasarkan uraian di atas maka untuk menjawab pertanyaan yang
dikemukakan, serta untuk dapat menemukan alternatif solusi, maka dalam
penelitian ini akan dideskripsikan kerangka teori yang dijadikan landasan dalam
penelitian ini. Kerangka teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji atau
menelaah pada rumusan masalah pertama adalah teori negara hukum dan teori

demokrasi. Selanjutnya kerangka teori yang dijadikan landasan untuk menelaah

* Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hasil Perubahan dan Naskah Asli
UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hlm. 46.
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dan menganalisis pada rumusan masalah kedua dan ketiga adalah teori kesetaraan
gender, teori hukum responsif, teori hukum progresif, teori sejarah dan teori

budaya.
1. Teori negara hukum

Pemikiran tentang negara hukum, merupakan sebuah proses dan evolusi

Keprihatina

orang dengai kese&g— \
yang berjud Polit%\/’

perlu adanya hukum untuk mengatur warga negaranya, termasuk di dalamnya
adalah penguasa. Selanjutnya, dalam bukunya yang berjudul Nomoi (the law)
yang dihasilkan ketika usianya sudah lanjut, mengemukakan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum”.
Aristoteles kemudian melanjutkan gagasan Plato, dengan menyatakan
bahwa negara yang baik adalah yang diperintah dengan Kkonstitusi dan

berkedaulatan hukum®.Ia juga mengemukakan bahwa ada tiga unsur dari

> Romi Librayanto, Trias Politica dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia. PuKAP
Indonesia, Makasar, 2008, hlm. 10

*Azhary, Negara Hukum Indonesia analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya.Ul
Press, Jakarta, 1995, him. 30

> Ellydar Chaidir, Hubungan Tata Kerja Presiden dan wakil Presiden Perspektif Konstitusi.
UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 22

% Romi Librayanta, op.cit hlm. 11
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pemerintahan berkonstitusi, yaitu : (1). Pemerintahan dilaksanakan untuk
kepentingan umum, (2). Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang
berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara
sewenang-wenang yang mengesampingkan konstitusi, (3). Pemerintahan
berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat,

bukan berupa paksaan dan tekanangKetiga unsur tersebut dapat diketemukan di

semua negara hukumg

dengan kondisi ituasi 1C pada%at
, yakfitsmeruphkan reaksi terhadap

Kontinental. Paham ini mulai populer pada abad XVII sebagai akibat dari situasi

politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme rajag. Paham ini antara lain
dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl’. Sedangkan

paham the rule of law ini bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau

7 Locke adalah orang pertama yang mengemukakan pemikiran tentang pemisahan kekuasaan.
Locke mengatakan negara bertujuan menjamin hak-hak asasi warga negara, penyelenggaraan negara
berdasarkan atas hukum, adanya pemisahan kekuasaan negara (federatif, legislatif, eksekutif) demi
kepentingan umum. Montesquieu adalah orang yang melanjutkan ide Locke tentang pemisahan
kekuasaan. Montesquieu tidak menggunakan kekuasaan federatif, melainkan yudikatif. Sedangkan
Rousseau melalui kontrak sosialnya, mengisyaratkan bahwa baik pembentukan lembaga maupun
operasionalnya ditentukan oleh hukum. Pemerintahan yang ditentukan menurut kemauan hukum sama
artinya dengan pemerintahan berdasar atas hukum. Periksa : Sobirin Malian, Gagasan Perlunya
Konstitusi Baru Pengganti Undang-Undang Dasar 1945, UlI Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 30 - 36

8 Padmo Wahyono, Pembangunan Hukum Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, him. 30

° Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998,
hlm. 57
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Common law system'’. Paham ini antara lain dikembangkan oleh Albert Venn
Dicey''. Konsep negara hukum dengan istilah Rechtstaats mencakup 4 elemen
yaitu, perlindungan hak asasi, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan
UU dan Peradilan Tata Usaha Negara.'> Sedangkan konsep negara hukum
dengan istilah the rule of law mengandung tiga ciri pokok, yaitu : supremacy of

law, equality before the law, dam,Due Process of Law.” Ivor Jhenning,'*

menjelaskan bahwa etiga ciri dari the rule of law
tersebut menand L jaman sekarang. Bahkan
oleh The Inte prinsipsprinsip negara hukum
tersebut ditambah dan tidak memihak"’.
Berb ekamto mengatakan
bahwa uns adalah : (1) elemen
dari sistem hukum; %bidang si sistem hukum; (4)

pengertian da . (Skelen capan sistem hukum.'® Bernard
Arief Sidhata erSusun oleh sejumlah sub

sistem yaitu seba yang saling terkait dan

' Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang

Prinsip-prinsipnya, penerapannya, oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972. him. 72

"Jimly Asshidigie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Makalah disampaikan pada
orasi ilmiah pada wisuda sarjana Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004. Tulisan ini juga

dimuat dalam majalah “Simbur Cahaya” Nomor 25 Tahun IX Mei 2004, ISSN Nomor 14110-0614

12 Frederick Julius Stahl, Constitutional Goverment and Democracy : Theory and Practice,in
Europe and America, dalam Miriam Budihhardjo Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm
57-58.

By immly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press,
Jakarta, 2006, hilm 148.

1 Sir. W Ivor Jhenning, The Law and The Constitution, University London Press Ltd,
Workwikllse Square, London, 1960, him 305-306

ibid

'® Soerjono Soekamto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia, Ul Press, ctk 3, Jakarta, 1983, hlm. 25. Lihat pula dalam Sri Soemantri, Sistem
Pemerintahan Negara-Negara, Tarsito, Bandung, 1976, hlm 17.
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berinteraksi.'’ Ahli lain, John Henry Nerryman mengatakan bahwa sistem hukum
adalah set operasi lembaga-lembaga hukum, prosedur dan peraturan—peraturan.18
Ciri-ciri negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Emanuel Kant,
Frederich Julius Stahl dan Albert Venn Diecy di atas adalah merupakan ciri dari
negara hukum dalam arti formal. Negara hukum dalam arti formal ini munculnya

bersamaan dengan lahirnya pahamy liberalisme, yang menentang kekuasaan

absolut daripada Raja®Ppada masa itu.'” Menurut paham liberalisme negara justru

harus melépaska dici i armsan kepentingan rakyatnya,

pada bentuk i / kemudian menjadi monarki
konstitusion 1 ekuasagaja oleh konstitusi sebagai
akibat dari perjanji = : dengan rakyatnya yafig menentukan kedua

pemisahan kekuasaan yang masing-masing mempunyai kedudukan yang sama

tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi dan tidak boleh

campur tangan satu sama lain sehingga untuk dapat disebut negara hukum dalam

7 Bernard Arief Sidhata, Refleksi Tentang Struktur llmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
1999, him 76.

'8 John Hendy Nerryman, The Civil Law Tradition, An Introduction to The Legal System of
Listen Europe and Latin America, Stanford University Press, California, 1969 hlm 1.

' Paham liberalisme terlahir sebagai antitesis dari paham merkantilisme yang ketika itu
tumbuh subur di Perancis pada masa pemerintahan Lodewijk XIV, Spanyol, Portugal, sementara di
Jerman dan Austria paham merkantilisme tersebut bernama kammerwissenchaft. Paham ini
menghendaki suatu neraca perdagangan yang positif (activehandelbalance), maka hal ini berpengaruh
kepada bentuk negara dan bentuk pemerintahan yaitu monarki absolut, dimana Raja lah yang
menentukan segala-galanya untuk rakyatnya sendiri. Artinya, walaupun Raja mau menyelenggarakan
kepentingan rakyat, tetapi rakyat tidak boleh ikut campur tangan (lihat : Muh. Koesnardi dan Harmaily
Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara , cetakan 7, Pusat Studi HTN, Fakultas Hukum UI, Jakarta,
1988.HIm 155)

* Ibid
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tipe ini harus memiliki 2 unsur pokok yaitu *' ; (1) Perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia, dan ; (2) Pemisahan kekuasaan dalam negara. Mengenai
makna dari negara berdasarkan atas hukum, Mochtar Kusumaatmadja
menyatakan bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah :
“ kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam

22
hukum”™

*! Moh. Koesnardi dan'B
Jakarta, 1988, hlm 128. . ¥

22 Mochtar Kusumaatmaja, Konsey kdm dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002,
hlm 12

 Paham liberalisme ini telah mengakibatkan negara hukum liberal itu hanya mementingkan
individualisme, sedangkan kemampuan masing-masing individu tidaklah sama sehingga oran yang
mempunyai kemampuan tinggi akan selalu menang dalam persaingan dengan orang yang tidak mampu
yang dapat menimbulkan perbedaan yang sangat menonjol sehingga menimbulkan gejolak sosial
(lihat :Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, cetakan ke-10, Angkasa Raya, Padang, 1992,
hlm.21-22.)

* Negara kesejahteraan atau Negara hukum materiil adalah merupakan konsep Negara hukum
yang pada dasarnya bermula dari gagasan yang muncul dalam beveridge report, yaitu berisi dari
laporan beveridge seorang anggota parlemen Inggris yang mengusulkan keterlibatan Negara di bidang
ekonomi atas hal-hal yang berhubungan dengan pemerataan pendapatan masyarakat atau kesejahteraan
social sejak manusia dilahirkan sampai ia mati, lapangan kerja, pengawasan atas upah pekerja oleh
pemerintah dan usaha dalam bidang pendidikan. Gagasan ini kemudian diterima di berbagai Negara
seperti Inggris, Jerman dan Amerika Serikat. Meskipun konsep negara kesejahteraan ini mulai digugat
dan wacana reformasi gagasan tersebut terus bergulir, namun dewasa ini konsep negara kesejahteraan
masih tetap digunakan di negara Inggris dan Amerika Serikat. Dan konsep negara kesejahteraan ini
masih tetap relevan guna menjadi acuan bagi analis terhadap kebijakan publik di bidang regulasi
ekonomi yang dianggap sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga kemurnian pasar. Periksa : Adi
Sulityono, Negara Hukum : Konsep, Kekuasaan dan Paradigma Moral, Lembaga Pengembangan
Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2007, hlm.
44 —45.
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menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus menentukan prosedur untuk
memperoleh perlindungan hak-hak yang dijamin; (2). Badan kehakiman yang
bebas dan tidak memihak; (3). Pemilihan umum yang bebas; (4). Kebebasan
menyatakan pendapat; (5). Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi,
dan (6). Pendidikan kewarganegaraan25 .

Soerjono Soekanto, menyebutkan ciri-ciri pokok dari suatu welfarestate,

(negara  hukum adalah  sebagai  berikut™:

(1) Pemisahan kekuasaa

¢jahteraan/kemakmuran)

dipandang tidak principial

lagi. Pertimba lebih penting daripada
pertimbangan-perti anan dari organ-organ
eksekutif lebilt penti pnegara tidak terbatas
pada penjag keam@dan ' ja, 'akany tetapi’ negara secara aktif
berperanan dalam pe@ at di bidang-bidang sosial,
ekonomi, dan % anning)’ merupakan alat yang

fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
(5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan
semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin
luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Welfarestate (negara hukum materiil ) telah menjadi trends negara-negara
di dunia pada abad ke-20 (modern) ini. Akan tetapi perlu disadari sebesar-besarnya
bahwa dalam tipe negara hukum ini mudah sekali untuk timbulnya
penyalahgunaan kekuasaan karena freis ermessen memegang peranan yang sangat

banyak. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghindari penyalahgunaan ini,

257
Ibid.
%% Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di
Indonesia. Yayasan Penerbit Ul, Jakarta, 1975, hlm . 54-55.
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baik penyalahgunaam wewenang sendiri maupun penyalahgunaan wewenang yang
bukan wewenangnya oleh alat perlengkapan negara lainnya, terutama sekali guna
melindungi kepentingan rakyatnya, maka setiap alat negara harus berada di bawah
suatu kontrol yan kuat serta sistematis melalui suatu sistem pertanggungjawaban
tertentu. Apabila ternyata tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang telah

ditentukan harus dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana mestinya. Untuk

yang diserahi tugas untuk melaksanakan pemerintahan®. Dalam pengertian lebih

luas jangkauannya ditegaskan bahwa konstitusionalisme digambarkan sebagai
paradigma hukum perUndang-Undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak

yakni dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang

277 oeniarto, Negara Hukum, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1960, hlm.

* Aidul Fitriciada, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab di

Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yurisprudence, Vol. 2 No. 1 Maret 2005. Fakultas Hukum dan Magister
Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 94.

» Daniel S. Lev. Hukum dan Politik Indonesia, Balai Pustaka, Debdikbud, Jakarta, 1990, him.

513.

0 Miriam Budihardjo, Op.cit hlm. 57.
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terbilang kesewenangan dan mana pula yang apabila tidak demikian harus dibilang
sebagai kesewenang—wenangan31.

Di Indonesia, pemikiran tentang negara hukum telah terlihat dari awal
sejarah pembentukan negara Republik Indonesia, yakni perdebatan antara
Soekarno dan Soepomo di satu pihak, dengan Hatta dan Yamin di pihak lain.

Perdebatan ini berlangsung ketika _sidang BPUPKI membahas materi rancangan

Undang-Undang Da Thun 1945%. atan tersebut pada akhirnya

juga masih m i ' bagian disertai dengan
ketentuan bahi ‘ |

Berkaitan d& konsep ras hukam®di Indonesia, Sri Soemantri
merumuskan sur-u@yang terkandung ara hukum Pancasila adalah:

(1) adanya pen; ap jaminan %k an warga negara; (2) adanya

artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.>

Mahfud MD menjelaskan bahwa negara hukum di Indonesia adalah
merupakan sintesis dari konsep Rechtstaats dan rule of law sehingga menjadi
negara hukum Pancasila. Sedangkan Padmo Wahyono menjelaskan bahwa konsep

negara hukum Indonesia yang menyebut Rechtstaats dalam tanda kurung memberi

3! Soetandyo Wignyosoebroto, Hak Asasi Manusia, Konstitusionalisme : Hubungan antara
Masyarakat dan Negara dalam Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Eslam-
Huma, Jakarta, 2002, hlm. 415 - 417

#Soekarno — Hatta menitikberatkan pada HAM komunal, sehingga menolak untuk
memasukkan Pasal-Pasal tentang HAM ke dalam Undang-Undang Dasar.Sedangkan Hatta dan Yamin
dengan sangat tegas mengusulkan agar HAM dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Periksa :Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, hal, 271 - 275

3 S Soemantri, Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi, Makalah seminar,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 1992, hlm 3. Lihat pula dalam Soetanto
Soepiadhy, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Prospek Perkembangan Demokrasi,
Disertasi, Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2006.
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arti bahwa negara hukum Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari
pengertian negara hukum pada umumnya, yang kemudian disesuaikan dengan
keadaan spesifik Indonesia®.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang
menyatakan bahwa negara hukum Indonesia berbeda dengan Rechtstaats dan rule

of law. Rechtstaats mengedapank wetmatigheid yang kemudian menjadi

rechmatigheid, the rulé of law mengutamakan pringip eugqality before of the law,

(1). Keserasian
as kerukunan, (2).
uasaan negara, (3).

merupakan sarana

hukum dan pemerintahan, (5). Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan
lainnya, (6). Pembentuk UU adalah Presiden bersama-sama DPR, dan (7). Adanya
sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat36.

Elemen-elemen penting negara hukum di Indonesia pada prinsipnya dapat
dilihat pada konstitusi negara republik Indonesia (sebelum dilakukan perubahan),
yaitu dalam pembukaan UUD 1945, batang tubuh (non Pasal-Pasal tentang HAM)
dan penjelasan UUD 1945 dengan rincian sebagai berikut : (1) Pembukaan UUD
1945 memuat dalam alinea pertama kata “peri keadilan” , dalam alinea kedua

“adil”, serta dalam alinea keempat terdapat perkataan ‘“keadilan sosial”, dan

3 Muh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Jakarta, 1999, him.
138 - 141

*Muh. Mahfud MD, ibid. hlm. 142 - 144

6 Azhary, op.cit, him. 144
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“kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara
hukum, karena bukankah suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan.
Kemudian dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan
“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia ; (2) Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945,
menyatakan bahwa Presiden gpublik Indonesia memegang kekuasaan

pemerintahan menuru ndag—Undang Dasar (Pasa

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini selain menjamin prinsip equality before the law, suatu hak demokrasi
yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung
tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum, dan ; (3) Penjelasan
Undang-Undang Dasar 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut hukum
tata negara Indonesia, penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan
huruf besar menyatakan : “Negara Indonesa berdasarkan atas hukum (rechstaat)
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Ketentuan yang terakhir
ini menjelaskan apa yang tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam batang tubuh
Undang-Undang Dasar 1945.

Dari ketiga ketentuan di atas, penegasan secara eksplisit Indonesia

sebagai negara hukum dapat dijumpai dalam Penjelasan UUD 1945. Lain halnya
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dengan dua konstitusi (Konstitusi RIS dan UUDS 1950) yang pernah berlaku di
Indonesia, terdapat penegasan secara eksplisit rumusan Indonesia sebagai negara
hukum.

Dalam Mukaddimah Konstitusi RIS misalnya disebutkan pada alinea

ke-4;

“untuk mewujudkan kebahagiaan

sempurna’’;

Kemudian di dala

mewujudkan kebaha (
masyarakat dan negat 1a ianM erdékagang berdaulat sempurna.

fUUDS 1950 disebutkan;

“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang
demokratis dan berbentuk kesatuan.”

Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan, rumusan negara hukum
Indonesia yang semula hanya dimuat secara implisit baik di dalam Pembukaan
maupun Batang Tubuh UUD 1945 dan secara eksplisit dimuat di dalam Penjelasan
UUD 1945, penempatan rumusan negara hukum Indonesia telah bergeser kedalam
Batang Tubuh UUD 1945 yang secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Jika
dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum sebagaimana wuraian pada
pembahasan di atas, maka dapat ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum

dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut:
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1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);*’
2. Pemisahan / pembagian kekuasaan;®

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;”dan

4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.*

Dengan demikian, dalam sistem konstitusi Negara Indonesia cita negara hukum itu
m_dari perkembangan gagasan kenegaraan

1-Pasal UUD 1945 sebelum

menjadi bagian yang tak terpisah

perubahan, ide negara hu 1 0Ly (b geara eksplisit, tetapi dalam

terwujud penuh dalam Wi h )
forum tertinggi. Dari sini, fungsi-f
lembaga tinggi negara yang adaidi |

)PR, MA, dan seterusnya. Akan tetapi,
pgpemisahan kekuasaan secara horizontaljelas
mulai dianut oleh para perumus Perubahai eperti tercermin dalam Perubahan Pasal 5 ayat
(1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5).

¥ Sebagai suatu negara hukum berdasarkan UUD 1945, Presiden RI memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan
PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Semua ketentuan UUD 1945 itu merupakan hukum
positif yang menjadi dasar konstitusional (Constitutionale atau Grondwettelyke Grondslag) dari
adanya sifat wetmatigheid van het bestuur, seperti yang telah termuat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan
Pasal 5 ayat (1) dan
(2) UUD 1945

* Meskipun keberadaan peradilan administrasi (administrative court) merupakan ciri khas
negara hukum liberal yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu, namun
dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan cita Negara Pancasila peradilan administrasi negara
bukanlah unsur utama, melainkan unsur turunannya yang diturunkan dari unsur utama karena dalam
cita Negara Pancasila lebih mengutamakan masyarakat daripada individu, tetapi tidak berarti bahwa
individu tidak mendapatkan tempat sama sekali melainkan harkat dan martabat manusia tetap
diperhatikan. Dengan demikian, keberadaan peradilan administrasi negara di Indonesia merupakan
salah satu sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan cara
melakukan pengawasan atau control judicialterhadap pemerintahan sebagai wujud pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Maka, kepada rakyat harus diberi kesempatan untuk
menggugat pegawai atau instansi pemerintahan yang melakukan kesalahan dan yang menurut mereka
dianggap merugikan hak-hak mereka, sehingga adanya peradilan administrasi diharapkan dapat
memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara.
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penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide ‘rechtsstaat’, bukan
‘machtsstaat’. Sementara dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu
bahkan tegas dicantumkan, demikian pula dalam UUDS 1950, kembali rumusan
bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Bahkan dalam
Perubahan Ketiga pada Tahun 2001 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945,

ketentuan mengenai negara hukum _ini kembali dicantumkan secara tegas dalam

karena itu, (eeriti adonesia telah memenuhi

asa, melainkan menjamin
kepentingan bagi semua: pra \g tanpa i. Deéngan‘demikian, negara hukum yang
dikembangkan bukanlah negara_hukumsVye bersifat absolut, melainkan negara
hukum yang demokratis.*'
2. Teori Demokrasi
2

Secara historis gagasan Demokrasi telah lahir sejak jaman Yunani kuno.*

Gagasan ini dapat disimpulkan dari pendapat Socrates dan Aristoteles. Socrates

*! Jimmly Asshidiqie, Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis,
(Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan eksekutif dan Legislatif dalam Rangka
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional VII,
Badan Pembinaan Hukum Nasional , Departemen Kehakiman RI, 1999, him 146-147

*> Demokrasi dikenal sejak abad ke-5 SM., dilandasi atas dasar pengalaman buruk negara
Kota di Yunani akibat sering peralihan sistem negara dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke
tirani, sehingga membuat para pemikir besar Yunani bekerja keras menentukan sistem ideal
kenegaraan untuk bangsa Yunani, sehingga muncullah dari tirani ke demokrasi. Masykuri
Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap
Konsep Demokrasi 1966-1930 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 71. Lihat pula pada Dede
Rosyada, dkk., Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia &
Masyarakat Madani, Abdul Rozak, dkk., ed. (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



37

mengatakan bahwa tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan
oleh para pemimpin atau para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat43.
Aristoteles juga mengatakan bahwa yang memegang pemerintahan negara pada
prinsipnya adalah rakyat itu sendiri atau setidak-tidaknya oleh segolongan besar
rakyat44.Gagasan Demokrasi pada saat itu, adalah demokrasi langsung atau direct

democracy, yaitu suatu bentuk erintahan di mana hak untuk membuat

dapatkan tempat yang
enitikberatkan pada

serta hak pilih untuk

en menyebutkan bahwa
apa yang mereka butuhkan
dan pantas mereka dapatka

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dan semua untuk kepentingan
rakyat. Secara bersama-sama, rakyat memerintah diri mereka sendiri, dengan
memilih di antara mereka menjadi penyelenggara negara, yang bertugas melayani
seluruh rakyat sesuai dengan kehendak rakyat. Ketentuan seperti ini adalah sebagai

konsekuensi dari pengakuan bahwa semua manusia setara, sehingga tidak satu orang

kerjasama The Asia Foundation & Pernada Media, 2003), 110. Lihat pula pada Ahmad Suhelmi,
Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan
Kekuasaan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka: 2007). Lihat pula dalam Anam Rifai, Partai Politik
Demokrasi dan Kebijakan Publik, Program Sekolah Demokrasi Kerjasama dengan Averrpoes Press,
Malang, 2010, hlm. 1

* Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1986, him. 14

4 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2009, him. 39

“Miriam Budihardjo dan Ibrahim Ambong (Ed), Fungsi legislatif dalam sistem politik
Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 53 - 55

% James N. Dan Ziger, Understanding the Political World : A Comparative Introduction to
Political Science. Long Man, New York, 1988, him.87
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pun boleh memerintah tanpa persetujuan dari yang diperintah. Oleh karena itu,
negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum®’.

Demokrasi telah berlangsung cukup lama, dalam perjalanannya
mengalami masa pasang surut. Roberth A. Dahl dalam Adi Sulistyono, membagi
perjalanan sejarah praktek demokrasi ke dalam tiga tahap transformasi.

Trasnformasi demokrasi pertama alah  demokrasi yang ruang lingkupnya

berbentuk demokrasi | i terjadi dalam prkatek politik

di  Yunani kuno diwujudkan  dengan

diperkenalkannya ikani. i an logika persamaan.

daya ekonomi, posisi dan kesempatan, melalui penyebarluasan pengetahuan,
informasi dan ketrampilan48.

Samual P. Huttington, mengemukakan bahwa sejarah praktek demokrasi
meliputi tiga gelombang®. Gelombang demokratisasi pertama meliputi periode
Tahun 1828 — 1926, berakar pada revolusi Amerika dan revolusi Perancis yang

ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga demokrasi nasional yang

7 Negara hukum adalah salah satu ciri dari Negara demokrasi. Sedangankan ciri yang lain
dari negara demokrasi adalah adanya pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, adanya pemilu
yang bebas, adanya prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Periksa Frans
Magnis Suseno, Etika Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm 26 -33

* Adi Sulistiyono, Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral. Surakarta :
LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, 2007, hlm. 29-30

* Samuel P. Huttington, Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta : Penerbit PT. Pustaka
Utama Grafiti, 1995, hlm. 16 - 23
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sesungguhnya merupakan fenomena abad ke-19 yang mencakup demokratisasi di
Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Perancis, Swiss, dan
beberapa negara kecil di Eropa. Gelombang demokratisasi kedua meliputi Tahun
1943 — 1962, dimulai pada perang dunia kedua antara lain demokratisasi di Jerman
Barat, Italia, Jepang, Austria, Turki, Uruguay, Brasilia, Argentina, Peru, Kolombia,
Venesuella, dan Kosta Rika. Pada Tahun 1960-an, beberapa negara di atas kembali

ke pemerintahan militegfSeperti Brasilia dan Argentina. Gelombang Demokratisasi

masyarakat dan negara, dan pergantian pejabat negara diselesaikan dengan damai.

Semua persoalan diselesaikan dengan damai melalui berbagai cara, seperti debat
publik,diskusi, musyawarah, maupun voting. Kata akhir tetap berada di tangan
rakyat. Pejabat negara harus secara terus menerus ingat bahwa keberadaannya
adalah atas persetujuan dan biaya dari rakyat. Pejabat negara harus selalu
mendengar, memperhatikan, dan melayani seluruh rakyat secara adil dan
demokratis.

Demokrasi adalah tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat

manusia. Demokrasi menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

% Francis Fukuyama, Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, Yogyakarta, Penerbit Qalam,
2001, hlm. 26

! Merphin Panjaitan, Logika Demokrasi, Rakyat Mengendalikan Negara, Permata Aksara,
Jakarta, 2011, hlm. 2
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Demokrasi mengakui bahwa manusia dilahirkan merdeka dengan martabat dan
hak yang sama. Berbeda dengan tatanan kenegaraan yang lain, aristrokrasi
menganggap yang layak memerintah adalah para bangsawan, dan yang lainnya
harus patuh dan taat. Monarkhi absolut meyakini kebenaran bahwa raja dan
keturunannya yang mendapat tugas memerintah, dan masyarakat luas harus

mematuhinya. Otokrasi adalah pemesintahan satu orang yang kuat, yang bertindak

g

damymeémpunydi martabat serta hak

ey ..
Al nnakan <ekuasaan secara bijak,

Demokrasi mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah sumber bencana,
bukan awal perpecahan, bukan menjadi penyebab permusuhan, namun justru
sebagai kekuatan di mana manusia diajarkan untuk tahu diri dan saling
menghormati. Sekarang ini kondisinya terbalik, praktek demokrasi yang tujuannya
luhur sering melahirkan atau menimbulkan ekses destruktif, melahirkan pemimpin
terpilih yang ternyata tidak mampu menjalankan amanah. Hal ini terjadi karena
proses yang dilalui menggunakan cara-cara yang tidak etis, seperti menggunakan
politik uvang (money politics), menggunakan teknik persuasi yang canggih

sehingga yang nampak dalam pencitraannya hanya yang baik-baik saja, sedangkan

% Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1986, him. 26 — 28. Periksa juga Wirjono
Prodjodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm. 22 - 26

>3 Redi Panuju, Oposisi Demokrasi dan Kemakmuran Rakyat. Yogyakarta, Book Publisher,
2009, hlm. 5
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yang jelek tidak pernah terpublikasikan, menggunakan cara-cara propaganda hitam
(black campain), sehingga ketika kalah dalam persaingan menyurut konflik
horisontal. Dengan demikian, demokrasi yang awalnya dimaksudkan sebagai jalan
keluar dari sebuah dilema kekuasaan, justru berubah menjadi pintu masuk dilema
itu sendiri. Demokrasi akhirnya berkonotasi buruk, karena seringkali menjadi awal
dari anarkhisme massa.

Model dan jen
liberal 54; (2) demeksasi okra sosial®® ; (5) demokrasi

;(7) demokrasi deliberatif Rk

deokrasi sangat banyaky di antaranya : (1) demokrasi

> Demokasi I Tasi embe an bagi individu untuk
ampuri oleh urusan negara,

t ‘ asyarakat dan pokok-pokok
ideologi dari negara yang bers fdn. Li i krast dan demokratisasi : Proses dan
Prospek dalam Sebuah Dunia yan ] Pelajar, Yogyakarta. 2003, hlm 38.

% Demokrasi terpimpin adala ap keputusan berpusat pada pemimpin
negara, tidak melalui kesepakatan. Lihat N arak, ”Demokrasi dan Kediktatoran: Sketsa
Pasang Surut Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Pohtlka Jurnal Pencerahan Politik Untuk
Demokrasi III, no 3 (Desember 2007), 71.

%% Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan tanpa
membedakan kelas, karenanya sosialisme dalam demokrasi mencita-citakan persamaan derajat setiap
manusia dari orang per orang. Lihat M. Fadjroel Rachman, “Merintis Jalan Demokrasi Ke Sosialisme
Partisipatif’, dalam M. Fadjroel Rachman dan Taufiqurrahman, Demokrasi Tanpa Kaum
Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan .Koekoesan, Depok, 2007,
hlm. 258

" Demokrasi partisipasi adalah demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara
penguasa dengan yang dikuasai. Lihat M. Fadjroel Rachman, “Merintis Jalan Demokrasi Ke
Sosialisme Partisipatif’, dalam M. Fadjroel Rachman dan Taufiqurrahman, Demokrasi Tanpa
Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan .Koekoesan, Depok,
2007, hlm. 302

%% Demokrasi concociational adalah demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi
kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elite yang mewakili
bagian budaya masyarakat utama. Lihat Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education)
Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Jakarta,2009, 121

 Demokrasi deliberatif adalah demokrasi yang mana legitimasi hukum tercapai karena
hukum lahir dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil, sehingga dengan ditetapkannya
peraturan-peraturan dalam demokrasi akan mudah diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Lihat
F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif , Kanisius,Yogyakarta, 2009, hlm 128-130
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demokrasi, yakni : (1). Adanya pembagian kekuasaan, (2). Adanya jaminan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (3). Adanya multi sistem partai
yang membuat rakyat lebih terdorong untuk berkreasi, berprestasi dan
berproduktifitas tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,(4). Adanya
pemilu yang bebas, langsung dan rahasia, (5). Adanya open management yaitu ikut

sertanya rakyat dalam pemerintahapgymelalui pemilu yang LUBER, (6). Adanya

rule of law, atau pemierintahan berdasarkan huk dengan menjalankan asas

supremacy 'of law, eg wtection of the Human Rights,

pembuatan keputusan secara kolektif, (3). Pembeberan kebenaran, yaitu adanya
peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap
jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4). Control terakhir
terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksekutif bagi masyarakat untuk
menentukan agenda mana yang harus dan tidak diharuskan melalui proses
pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau
lembaga yang mewakili masyarakat, (5). Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat
mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam
definisinya ini, tampak bahwa Dahl mementingkan keterlibatan masyarakat dalam

proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan, dan

% Sukarna, Sistem Politik 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, him. 3 — 9.



43

dijaminnya persamaan perlakuan Negara terhadap semua warga Negara sebagai
unsur-unsur pokok demokrasi®'.

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah
kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan

mayoritas yang diberikan secara bebas, dari rakyat dewasa.’” Hal ini berarti bahwa

pada tingkat terakhir rakyat emberikan ketentuan'dalam masalah-masalah pokok
mengenai kehidup

turut menentu

persamaan ili ¢ an" eputusagolekt

ma bagisemud warga negara dalam

termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang

mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup
semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Secara komprehensif
kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan
Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai

pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip—prinsip:65 (1)

®1 Adi Sulistiyono, Op.cit. hal 32 - 33

62 Sidney Hook dalam Nakamura dan Samallowood, The Polities of Policy Implementation,
st. Martin’s Press, New York, 1980, hlm. 67

% Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 207

® Robert A. Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, terjemahan
Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 19 — 20

 Gwendolen M. Carter dan John Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat
Masa Kini, dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, 1982,
hlm. 86 — 87.
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pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi
individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara
berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2)
adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan; (3) persamaan di
depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa

membedakan kedudukan politik; (4)gadanya pemilihan yang bebas dengan disertai

adanya model perwakilan yang efektif; (5) diberfhya kebebasan partisipasi dan

akatan, masyarakat dan

n‘gpan ngan itu; dan (7)

ak-hak min@fitas dafl perorangan dengan

secara damai dan sukarela; nenjamin tegadinya perubahan secara damai dalam
suatu masyarakat yang selalu berubah; (3) pergantian penguasa dengan teratur; (4)
pengunaan pemaksaan seminimal mungkin; (5) pengakuan dan penghormatan
terhadap nilai-nilai keanekaragaman; (6) menegakkan keadilan; (7) memajukan
ilmu pengetahuan; dan (8) pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.
Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham
yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai

berikut:®’

66 Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, Ibid., hlm. 165 — 191.
7 Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2005, hlm. 15
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p—

Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;

2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya;

3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;

4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok
yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan
harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;

. Adanya proses pe l_ a,demokratis pemllu dllakukan secara

; dan atas dasar
kursi. Dewan/perwakilan ini
| emungkinkan oposisi yang
in penilaian terhadap kebijakan pemerintah

konstruktif dan memui

secara kontinyu;

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara
masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;

4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan

Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan

mempertahankan keadilan.

hd

Muh. Hatta dalam tulisannya pada Daulat Rakyat, yang berjudul
Demokrasi Asli Indonesia, dan Kedaulatan Rakyat mengatakan bahwa di dalam
cita-cita rapat dan cita-cita rakyat protes dapat dibangun demokrasi politik,
sedangkan dalam cita-cita tolong menolong bisa menjadi dasar demokrasi

ekonomi. Mengenai hal ini Hatta antara lain mengatakan bahwa :

% Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Op. Cit., hlm. 171.
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“di atas sendi yang pertama dan kedua, dapat didirikan tiang-tiang politik
daripada demokrasi yang sebenarnya : satu pemerintahan negeri yang dilakukan
oleh rakyat, dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan,
sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan takluk pada kemauan
rakyat. Untuk menyusun kemauan itu, rakyat mempunyai hak (hak bersuara,
berserikat dan berkumpul) yang tidak boleh dihilangkan®

Lebih lanjut Hatta juga mengatakan :”di atas sendi yang ketiga dapat

individualisme yang

pemilikan bersama’".

Agus Salim dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945
menggambarkan permusyawaratan dalam kerakyatan dengan menyatakan
“mencapai kebulatan pendapat”. Lebih lanjut, Agus Salim menyatakan :

“kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang
terpakai dalam demokrasi Barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan
bahwa di situ ada satu dari sebagian besar yang dengan kekerasan keyakinan
kehendak ~menyampaikan suatu maksud dengan kerelaan penuh untuk
menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak
nyata-nyata maksud itu dapat diterangkan akan membawa bahaya atau bencana
besar, maka bagian lain dalam permusyawaratan itu tidak menyangkal, melainkan

% Muh. Hatta, Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat. Daulat Rakyat No. XII 10
Januari 1952

"Ibid.

"' T Gede Panca Astwa, Op.cit, hlm. 90
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membulatkan kata sepakat supaya baik dicoba untuk dengan ikhlas menjalankan
keputusan bersama itu, sehingga bolehlah terbukti betul atau salahnya’”

Berkaitan dengan permusyawaratan untuk mencapai kata mufakat,
Muh. Yamin berpandangan bahwa kedua hal tersebut merupakan perpaduan dari
keduanya, yaitu paham permusyawaratan yang bersumber dari ajaran Islam

sedangkan mufakat yang bersumber dari tatanan Indonesia asli’.

mufakat hidup denga
musyawarah74.

Persamaan pemikirn beberapa tokoh pendiri bangsa dalam memaknai
demokrasi terakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik yang terdapat
dalam Pembukaan (yang di dalamnya memuat rumusan dasar Negara Pancasila)
maupun dalam Pasal-Pasalnya, namun sebagai sebuah cita-cita, demokrasi di
Indonesia tidak berhenti sampai Indonesia merdeka. Sebagai das Sollen, usaha-
usaha menemukan bentuk dan mekanisme demokrasi yang cocok bagi masyarakat

Indonesia selalu diupayakan.

" Saafroedin Bahar, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Koperasi Pegawai, Sekretariat
Negara, Jakarta, 1992, hlm. 127

I Gede Panca Astawa, Op.cit hlm. 125.

™ Muh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapantja, 1959,
hlm. 1-11
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Gagasan / pemikiran beberapa tokoh pendiri bangsa dalam menggali
dan memaknai demokrasi seperti di atas, oleh banyak kalangan gagasan tersebut
dimaknai sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila digali dari nilai
masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa
demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah, mufakat, tolong menolong dan
istilah-istilah lain yang berkaitan demgan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran
emperis sosiologis tentdng konsep demokrasi yangysesuai dengan sifat kehidupan

masyarakat. asli Inde

dipaksakan pad
masyarakat
e
abad yang lal, dan yang tersus
berbeda-beda % j

berikut:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan
gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang
mengandung unsur-unsur  berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran,
kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan
berkesinambungan.75

2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh

rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.76

7 Lihat Mohammad Hatta,”Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta.Buku I:
Kebangsaan dan Kerakyatan(Jakarta:Penerbit LP3ES),1998,hlm.87

7® pikiran dan Gagasan Adnan Buyung Nasution,Demokrasi Konstitusional,
Kompas,Jakarta,2010, hlm 3-4
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3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi

harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.”’

4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan
dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat

kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.”

3. Teori Kesetaraan Ge

. Lips mengartikan

kajian gender (What a given society defines as masculine or feminin is a component

of gender).

77 Yudi Latif, Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas dan aktualitas PANCASILA,
Gramedia, Jakarta, 2011, hlm 383.

™ Ibid

" John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia. Gramedia, cet. XII, Jakarta,
1983, him. 265.

8 Victoria Neufeldt (ed.), Webster's New World Dictionary. Webster's New World Cleveland
,New York,1984, him.561.

8! Helen Tierney (Ed.), Women's Studies EncyclopediaVol. I . Green Wood Press m
NewYork, hlm. 153.

%2 Hilary M. Lips, Sex & Gender an Introduction.California, Mayfield Publishing Company
,London, Toronto, 1993, him. 4

% Linda L. Lindsey, Gender Roles a Sociological Perspective. Prentice Hall ,New Jersey,
1990, him. 2.
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H. T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai
suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif
dalam membedakan laki-laki dan perempuan.™ Agak sejalan dengan pendapat
yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan
laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan

gender sebagai konsep analisa gyang kita dapat menggunakannya untuk

menjelaskan sesuatu (Gender is an analityc concépt whose meanings we work to

elucidate, and a subjee e try to define ir).¥’
bahwa gender adalah

bedaan laki laki dan

perempuan d enderydalam arti ini adalah
suatu bentuk kayas%hsy annya sesuatu yang
bersifat  kodrati Dal% harus/ dibedakan dari jenis
kelamin (seks)Jenis ke%i n atau pembagian dua jenis

kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik.Tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis
kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih
menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal
ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas
seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada
dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat,
bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya.Pada gilirannya, perbedaan gender

dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.

BT, Wilson, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization . EJ. Brill, Leiden,
New York, Kobenhavn, Koln, 1989, h. 2.

8 Elaine Showalter (Ed.), Speaking of Gender, Routledge ,New York & London, 1989,
hlm. 3.
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Lebih jauh berbicara tentang gender, Oakley mengemukakan bahwa
gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis
yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya
secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan prilaku
(behavioral differences) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara

social yakni perbedaan yang bukankeodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan

diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuah) melalui proses sosial dan

cultural yahg panj ultural  Construction of

pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisidan
keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara
kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan
domestik. *’

Perspektif gender dalam al-Qur’an tidak sekedar mengatur keserasian
relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih
dari itu al-Qur’an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos
(manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Konsep berpasang-pasangan (azwaj)

dalam al-Qur’an tidak saja menyangkut manusia melainkan jugabinatang QS. al-

% Lihat, Ivan Illich, Matinya Gender, Cet. III, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 76.
87 Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial,Cet. [; Pustaka Pelajar, m
Yogyakarta, 1996, hlm. 72-75
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Syura: 11, dan tumbuh-tumbuhan QS. Thaha: 53. Bahkan kalangan sufi
menganggap makhluk-makhluk juga berpasang pasangan.88 Langit diumpamakan
dengan suami yang menyimpan air QS. al-Thariq: 11dan bumi diumpamakan isteri
yangmenerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin atau berbagai
tumbuh-tumbuhan QS. alThariq: 12. Satu-satunya yang tidak mempunyai

pasangan ialah Sang Khaliq YanggMaha Esa QS. al-Ikhlas: 14. Secara umum

(distinction)antara laki-laki
bukanlah  pembedaan

jerugikan yang lainnya.

menuju ke pola hidup ummah, Sepertis disebutkan dalam QS. al-Bagarah: 213
artinya sebagai berikut:

“Manusia itu adalah ummat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka
Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembiran dan pemberi
peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk
memberi keputusan di  antara manusia tentang perkara yang mereka
perselisihkan.Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang
telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka
keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka
sendiri.Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada
kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-
Nya.dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada
Jjalan yang lurus.”

% Lihat misalnya Muhyiddin Ibn Arabi, Fushiish al-Hikam, Dér alKitab al-Arabi ,Beirut,
1980, hlm. 297-298.
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Pola hidup ummah adalah pola hidup yang lebih mendunia dan lebih
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Dalam pola kesukuan, promosi
karier hanya bergulir di kalangan laki-laki, sedangkan perempuan sulit
sekalimemperoleh kesempatan itu. Dalam pola hidup ummah, laki-laki dan
perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan itu secara adil.
Nasaruddin Umar mengemukakam, bahwa ada beberapa variabel yang dapat
digunakan sebagai

andar dalam menganaliSa  prinsip-prinsip kesetaraan

gender dalam al QUK i ebUtsantara lain sebagai berikut:

menyembah kepada

6 artinya sebagai

ada perbedaan antara

laki-laki dan pere iapa ak amal ibadahnya, maka itulah

kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang
sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur’an biasa di
istilahkan dengan orang orang bertagwa (muttaqiin), dan untuk mencapai
derajat muttaqiin ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku
bangsa atau kelompok etnis tertentu.
b.  Laki-laki dan perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah,
disamping untuk menjadi hamba (4bid) yang tunduk dan patuh serta mengabdi
kepada Allah Swt., juga untuk menjadi khalifah di bumi (khalifah fi al-
ard).Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam QS. al-

An’am: 165 artinya sebagai berikut:
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“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat,
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya
Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.”

Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis

kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai

fungsi yang sama an mempertanggungjawabkan
tugas-tugas kekha fahannya di mana halnya mereka harus
bertanggung
c.  Laki-l

P ;o

erjagjian an perefjpyan saina-sama mengemban

keturunan anak anak Adam
dari sulbi mereka gsaksian terhadap jiwa mereka
(seraya berfirman): ' i Tuhanmu?" Mereka menjawab:
"Betul (Engkau Tuban kamz) kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengata-kan: "Sesungguhnya
kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan
Tuhan).

Dan (ingatlah),

Menurut Fakhr al-Razi tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka
bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka
disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan
“tidak”. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian
berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Dengan demikian
dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan

perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

8 Fakhr al-Razi, al-Tafsir al-Kabir . Dar al-Haya’ al-Turats al-Arabi Beirut,
1990, Jilid XV, him. 402.
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Perdebatan tentang perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan
pada dasarnya berputar di sekitar 2 teori, yaitu teori nature (alam) dan teori
nurture (sosio kultural).”® Pengikut teori nature beranggapan bahwa perbedaan
psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor biologis antara
laki-laki dan perempuan. Pengikut teori nurture beranggapan bahwa perbedaan

psikologis antara laki-laki dan pesempuan tercipta melalui proses belajar dari

lingkungan. Di anta edua teori yang ekstri

I@M$itu dis ebabkan oleh interaksi antara
al. @0

% ces)%arny bukan suatu masalah,

sepanjang ti % idak “adilan er. mun, yang menjadi

itu, tentu saja ada teori yang

mencoba menjela

ences) tersebut telah
kaum laki-laki dan

puanlah yang banyak

dari kebijakan pemerintah. Perbedaan (diskriminasi gender) yang bersumber dari
kebijakan pemerintah dapat dilihat dari berbagai substansi yang ada di dalam
peraturan perUndang-Undangan yang dihasilkan, termasuk di dalamnya UUK
DIY Nomor 13 Tahun 2012 maupun di dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013.
Itulah sebabnya perjuangan kesetaraan Gender telah dilakukan oleh berbagai
pihak, baik pada tataran internasional, nasional maupun tataran lokal.

Pada tataran internasional internasional benih-benih perjuangan kesetaraan
gender (feminisme) mulai muncul pada abad ke-19. Gerakan yang terhimpun

dalam wadah Women Liberation (Gerakan Pembebasan Wanita) ini berpusat di

90 77
1bid
°! Skolnick, A & Skolnick J.H (eds). Intimacy, Family and Society, Little Brown & Co,
Boston, 1974. hlm 131.
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Amerika. Arah perjuangan Women’s Liberation adalah untuk mendapatkan
persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria. Dalam perjuangannya,
gerakan ini sering turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi maupun
pemboikatan.

Memasuki awal abad ke-20, gerakan Women’s Liberation mulai
memfokuskan aktifitasnya pada pesjuangan untuk mendapatkan hak pilih. Pada

waktu itu, suara kaum wanita disejajarkan dengam anak-anak sehingga mereka

oleh Maje Umul&B,

mulainya pe uang%

kelompok perempuan yang sangat rentan dalam suatu konteks tertentu.
Convention Suppression of the Traffic in Persons and the exploitation of the
Prostitution others ( Konvensi tentang Penindasan Perdagangan Orang dan
Eksploitasi Melacurkan Orang Lain) Tahun 1949 adalah konvensi pertama yang
memusatkan perhatian pada rentannya perempuan dalam keadaan khusus itu.”?
Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang ditujukan kepada
perempuan di ranah publik adalah Convention on The Political Right of Woman
(Konvensi tentang hak politik perempuan), Tahun 1952 yang menjamin hak

partisipasi politik bagi perempuan. Sampai Tahun 1952 usaha yang dilakukan

2 Archie Sudiarti Lululima, CEDAW : Menegakkan Hak Asasi Perempuan, Edisi Pertama,
Yayasan Pustaka, Obor Indonesia, Jakarta, 2014. hlm. 6
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untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan masih terbatas pada ranah
publik”

Pada Tahun 1957 diadakan sidang umum PBB untuk pertama kalinya,
mengeluarkan sebuah resolusi tentang partisipasi perempuan dalam
pembangunan, yang disusul dengan resolusi Tahun 1963 yang secara khusus

mengakui peranan perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi nasional.

Selanjutnya akan kaum feminis ini sempat tenggelam dan kemudian

r O

aktif kembali padagl960. Ger
peran kaum petempuafiydi or domest1

ketertinggalannya dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Untuk
mengejar ketertinggalannya tersebut telah dikembangkan konsep emansipasi
(kesamaan) antara perempuan dan laki-laki yang diawali dengan timbulnya
gerakan global yang dipelopori oleh perempuan dan berhasil mendeklarasikan
melalui badan ekonomi dan sosial PBB (Economic and Social
Council/ECOSOC) yang bertugas untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan
dan memberikan anjuran-anjuran tentang soal-soal ekonomi, sosial, kebudayaan,
pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya diakomodasi oleh Pemerintah Indonesia

dengan dibentuknya Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWTI).

93 . .
ibid
o4 Lely Noormondhawati, Islam Memuliakanmu, Saudariku, PT Elek Media Komputindo,
Jakarta, 2013, hlm. 28-29.
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Selanjutnya di Mexico City (1975) diselenggarakan Konferensi Dunia
yang Pertama tentang Perempuan World Conference International Year of
Women oleh PBB dan diperkenalkan tema perempuan dalam
pembangunan/Woman In Development (WID). Tahun 1975 dinyatakan oleh PBB
sebagai Tahun internasional perempuan. Dapat dikatakan bahwa Konferensi

Dunia I merupakan langkah awal dati konsensus internasional mengenai hak-hak

fimengenai hak-hak perempuan

) . .95
sebagai konvensi wanita.

suatu konvensi

Pada Tahun 1980 diselenggarakan Konferensi Dunia tentang perempuan
yang kedua World Conference UN Mid-Decade of Women di Kopenhagen, untuk
melihat kemajuan dan evaluasi tentang upaya berbagai negara peserta, tentang
keikutsertaan perempuan dalam pembangunan. Kemudian dalam konferensi
tersebut disahkan UN Convention On The Elimination Of All Forms Of
Discrimination Against Women (CEDAW) yang menganjurkan agar Negara
anggota meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan.

Pada Tahun 1985 diadakan Konferensi Perempuan ketiga di Nairobi-

Kenya, dengan nama World Conference On Result Of Ten Years Women

% Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengurus — Utamaannya di Indonesia, ctk 1, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 52-53
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Movement yang menjelaskan Nairobi Looking Forward Strategies for the
Advancement of Women. Salah satu kesepakatan Nairobi adalah bahwa gender
digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji mengapa terjadi berbagai
ketimpangan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan.
Selanjutnya PBB membentuk satu badan yang disebut The United

Nations Fund for Women (U M), untuk melakukan studi, advokasi,

kolaborasi dan mend®@

memadai. Kemudi

pada Tahun 1995, diselengga

efensi” dunia tentang perempuan yang
keempat atau Beijing Platform for Action di Beijing yang merupakan landasan
aksi bagi Negara-negara di dunia untuk melaksanakan CEDAW.” Beijing
Platform for Action telah menyepakati 12 (dua belas) isu kritis yang perlu
mendapat perhatian dunia dan segera ditangani. Adapun kedua belas isu kritis
tersebut yaitu :

1) Perempuan dan kemiskinan.

2) Perempuan dan pendidikan/pelatihan.

3) Perempuan dan kesehatan.

4) Tindak kekerasan terhadap perempuan.

5) Perempuan dan ekonomi.

% Nunuk P. Murniati, Getar Gender, Indonesia Tera, Magelang, 2004, hlm. 6-8.
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6) Perempuan dan konflik bersenjata.

7) Perempuan dan pengambilan keputusan.

8) Mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan.
9) Hak asasi perempuan.

10) Perempuan dan media massa.

11) Perempuan dan lingukungan hid

12) Anak perempuané’

e )

pembanguna ya.%nu]al d

dengan menikmati -hasil
Pada

2015, yaitu:

(1) Eradicate estreme poverty and hunger/Memberantas kemiskinan dan
kelaparan,

(2) Achieve universal primary education/Mewujudkan pendidikan dasar,

(3) Promote gender equality and empower women/Meningkatkan persamaan
gender dan pemberdayaan perempuan,

(4) Reduce child mortality/Mengurangi angka kematian bayi,

(5) Improve maternal health/Meningkatkan kesehatan ibu,

(6) Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases/Memerangi HIV/AIDS,

malaria, dan penyakit lainnya,

7 L.M Gandhi Lapian, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Ketidakadilan
Gender, ctk. Pertama, Yayasan Pustaka, Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hIm. 154-155
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(7) Ensure environmental sustainability/Pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan, dan
(8) Develop a global partnership for development/Mengembangkan kemitraan
global dalam pembangunan.
Dari delapan tujuan pembangunan tersebut terlihat perempuan menjadi
subyek utama, yaitu di ranah pendidikan perempuan masih termaginalkan, juga

promosi kesetaraangfgender dan pemberdayaany perempuan menjadi sangat

penting. Di ranak e j pangi, kematian bayi dan balita
terkait peremp menyusui (kesehatan
reproduksi perem a asi 1 hak-haknya. Begitupun
dengan pe ' godeﬁ iency Virus/Acquired
Immunode it memiatikan ldinnya terkait dengan

rentannya perempuancSeébagai korban.,

serangan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, kulit, Infeksi Saluran
Pernapasan Akut/ISPA, dan sebagainya). Polusi (baik udara, air, maupun tanah)
membuat perempuan dan anak menjadi korban karena akses kesehatan juga
terbatas terutama bagi perempuan kepala rumah tangga.

Selain itu masih ada kesepakatan internasional yang mendukung
kesetaraan gender, kesepakatan tersebut adalah :

1974: Konferensi Kependudukan Dunia (Bucharest, Rumania) : Menetapkan
peran sentral perempuan dalam kebijakan kependudukan.

1979 Konvensi atas penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan (UN Convention On The Elimination Of All Forms Of
Discrimination Against Women (CEDAW).

1979 Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)



62

1994 Deklarasi Wina (Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM),
Wina) menyetujui program aksi untuk mendesak pemerintah dan PBB
agar menjamin persamaan hak dan perempuan, serta menekankan
pentingnya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pada tataran nasional perjuangan kesetaraan gender telah dimulai sejak
berabad-abad lalu, perempuan smdah memiliki kedudukan yang tinggi di
masyarakat, misalnyd”pada kurun abad ke-14, @
penguasa'Islam perempuan _diel yait
Maryam, dan Sultath 1

? aat itu, munctl® dari Qodli Makkah
wa pegpuan idak boleh menjadi

am sejarah tercatat ada tiga

anah Khadijah, Sultanah

iminasi hukum yang diterima perempuan,

perempuan sudah diakui peran dan kapasitasnya di sektor publik sejak zaman

dahulu.”®

Dalam masa selanjutnya, muncul Kartini yang namanya melegenda
disebabkan trobosan pemikiran yang terhitung sangat maju dibanding zamannya,
Kartini mulai mencoba mendobrak sekat-sekat yang sudah mapan pada saat itu
mengenai diskriminasi terhadap perempuan, terutama pada bidang pendidikan,
sehingga Kartini mendirikan sekolah bagi perempuan ketika dia diperistri oleh

Bupati Rembang. Selain itu, sikapnya yang menolak ketika akan dimadu

% Annelies, Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia Sebelum Kemerdekaan, dalam
http://acehmarxist.wordpress.com, diakses pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 pukul 10.00 WIB
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mencerminkan sikap Kartini yang tegas terhadap keadilan yang dirasanya
timpang terhadap kaum perempuan.99

Tokoh perempuan lain yang berkecimpung dalam dunia perempuan adalah
Rasuna Said, Rahmah el-Yunusiah, Dewi Sartika, dan Nyai Dahlan. Sementara
di dunia jurnalistik muncul Hj. Siti Latifah Herawati Diah.'®

Pada umumnya organisasi pesempuan, terutama yang berbasiskan agama,

menerima pembagia

Indonesia'(Gerw 0i)saj is@sigperempuan yang mengakui

prakteknya. Dan y ¥ engam organisasi perempuan
lainnya adalah pethati e hadap hagak ka buruh dan tani
perempuan. Gerwa.??émeng 1 ara terdfama dari dunia sosialisme.

bulan November 1950.

Berbeda dengan pergerakan pada masa pra dan kemerdekaan yang juga
bertujuan merebut serta mempertahankan kemerdekaan, organisasi perempuan
masa kini sudah lebih berkonsentrasi pada permasalahan yang bersifat sosial
kemasyarakatan, pendidikan serta aspek lain yang dirasa perlu dalam usaha
pemberdayaan perempuan.

Sebagai Negara anggota PBB, Indonesia berkewajiban untuk meratifikasi
konvensi Internasioal tentang perempuan. Maka konvensi pertama yang

diratifikasi adalah CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

% Riant Nugroho, op cit, him 88-89

100 http://wivsaniyyah.blogspot.co.id/2012/01/sejarah-pergerakan-perempuan-indonesia.html,
diakses pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 pukul 9.00 WIB.
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Selanjutnya upaya untuk menghapus ketidakadilan gender juga dilakukan

dengan mengeluarkan berbagai peraturan perUndang-Undangan yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak
Anak.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia.

c. Undang-Undang Nomor 26 Eahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia.

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Negara RI
Tahun mengenai pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak.

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Daerah.

Di era otonomi daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom membuka peluang besar bagi
penyusunan kebijakan publik di tingkat lokal dalam memecahkan masalah-
masalah khas yang muncul di masing-masing daerah termasuk masalah

perempuan. Kewenangan ini juga membuka peluang bagi partisipasi seluruh
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masyarakat, khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan
publik.

Namun dalam realitasnya belum semua harapan itu dapat di wujudkan.
Ada  kalanya  otonomi daerah  semakin  memperburuk  keadaan
perempuan,misalnya adanya perda-perda (peraturan daerah-peraturan daerah)

yang dibuat yang memarginalkangperempuan. Apalagi bila di daerah tidak

banyak pejuang
perjuan gah
pemerintah
perempuan.

Pas

Pemerintaha

Tahun 2013, komisi nasional pesempuangdtelah mencatat bahwa ada kenaikan
jumlah Perda yang diskriminatif terhadap perempuan. Termasuk Perdais DIY
Nomor 1 Tahun 2013
4. Teori Hukum Responsif

Pada jaman kolonial hukum tidak digunakan dalam fungsinya yang
positif, dalam arti tidak digunakan untuk tujuan hukum itu sendiri, yaitu
memberikan rasa keadilan, melainkan lebih tepat disebut sebagai alat penjajah
untuk memperkuat posisinya dan mendapatkan legitimasi dalam menghukum

para pejuang kemerdekaan.'*?

%" Ani Sundari, “Politik Berbasis Komunitas Pemberdayaan Perempuan Pemimpin”,Jurnal
Perempuan , Edisi 81, Vol. 19 Nomor 2, Mei 2008. Hlm. 127

192 Agus Raharjo, “Fleksibilitas Hukum (sikap hukum menghadapi perkembangan jaman)”,
Jurnal Kosnik Hukum, Vol. 1 No 1, April 2001.
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Pada saat ini, hukum yang berlaku di Indonesia dengan berbagai
modifikasi dilengkapi dengan Undang-Undang baru untuk mengatur bidang yang
baru, masih banyak pula dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda. Oleh karena
itu, hukum masih banyak dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku dan lebih
menekankan pada aspek tektual tanpa melihat konteksnya. Selain itu, hukum
juga lebih menekankan kepada aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu

sendiri daripada pesSoalan-persoalan yang haris ditangani. Hukum identik

ilmu sosial memper
ubah dan kontekstual. "™

Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan
diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun
pembuat UU selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan
sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan
sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan
yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktifitas lembaga-

lembaga pelaksanaannya. Adanya pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya

' Henry Ariyanto, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”,Jurnal lex
jurnalika, Vol. 7 No 2, April 2010.

1% Philippe Nonet & Phillip Selznick, Law and Society In Transition. Penerjemah: Raisul
Muttagien, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm 10-22
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hukum itu secara jelas digambarkan oleh Robert B. Seidman dalam bagan

berikut'®

Bekerjanya kekuatan-kekuatan

personal & sosial

l

Pembuat
uu

Penegak ~ § = Pemegang
Hukum e v ‘ Peran
TPener an san% § Lot . T

£l
....

Bekerjanya kekuatan-kekua Beke anya kekuatan-kekuatan

Yo

Personal & sosial 1 b personal & sosial

Bekerjanya hukum seperti yang digambarkan oleh Robert. B. Seidman di
atas dapat dijelaskan bahwa kekuatan-kekuatan personal dan sosial akan
mempengaruhi proses bekerjanya hukum mulai dari tahap pembuatan UU,
penerapannya, dan sampai pada peran yang diharapkan. Sadar atau tidak sadar,
kekuatan-kekuatan sosial itu sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuatan UU.
Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk dan
mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Itulah sebabnya
para politisi postmodern, menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum tidak

mempunyai dasar yang objektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai

195 yyilliam J. Chambliss & Robert B. Seidman, Law, Order and Power, Reading, Mas
Adisson — Wesly, 1971, hlm. 12. Baca juga Robert B. Seidman, Law and Development, A. General
Model, dalam Law and Society Review, No VI, 1972.
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tempat berpijak dari hukum. Dengan kata lain, hukum tidak mempunyai dasar
berpijak, yang ada hanya kekuasaan. Belakangan ini, merekalah yang disebut

dengan golongan anti foundasionalistis, yang mendominasi pikiran-pikiran

tentang teori hukum dan merupakan pembela gerakan critical legal studies'®.

Istilah ini oleh Ifdhal Kasim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi

107
) .

gerakan studi hukum kritis (C Peter Fitzpatrict dan Alan Hunt,

sebagaimana mestinya.''’ Dari ketiga tujuan tersebut nilai keadilan merupakan

tujuan hukum yang amat penting, yang memberikan kepada setiap orang yang
menjadi hak nyal.111
Thomas Aquinas membedakan kedilan atas 2 kelompok, yaitu keadilan

umum ( iustitia generalis) dan keadilan khusus (iustitia specialist). Keadilan

106 Muyassrotussolichah, Aliran Teori Hukum Kritis, Analisis Ekonomi terhadap Hukum, UIlI,

Yogyakarta, 2008, hlm.2

197 Roberto M. Unger, critical legal studies movement, diterjemahkan oleh Ifdhal Kasim,

Elsam, Jakarta, 1999, him.XVII

'% Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2003, hlm.1

' Gustav Radbruch, Einfuhrungin die rechtwissenschaft, KF. Koehlen, Stuttgart, 1961,

dalam Satjipto Rahardjo, /lmu Hukum, alumni, Bandung, 1991, hlm. 19 —21.

"9 Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan, Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab,

Rajawali , Jakarta, 1990, hlm 4

By D.Notohamidjoyo, Masalah Keadilan, Tirta Amarta, Semarang, 1971, hlm 18-19.
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umum adalah keadilan menurut Undang-Undang, yang harus di tunaikan demi
kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar
kesamaan atau proporsionalitas.''?

Kepastian hukum memiliki 2 sifat, yaitu : (1) adanya paksaan dari luar
(sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib
masyarakat dengan perantara alatzalatnya, dan (2) sifat Undang-Undang yang

berlaku bagi siapa sajd.” = Selanjutnya lingkup dam komponen kepastian hukum

apkan; (2) kepastian proses

115

imbangkan. ~ Pendapat

orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang
berjudi. Sebaliknya seorang yang senang berjudi, juga kemungkinan tidak senang
membaca. Bahkan bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan.116
Terhadap hubungan antara hukum dan politik timbul pertanyaan: kapan
hukum determinan atas politik? Atau sebaliknya kapan politik determinan atas

hukum? atau kapan kedudukan hukum dan politik sederajat?. Atas pertanyan ini,

"2 Briedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum. Rajawali

Press, Jakarta, 1990, hlm 52.

' Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 48-49.

14 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No 4 Tahun 2004, FH UIl
Press, Yogyakarta, ctk pertama, 2007, hlm 20

"> Achmad Ali, Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang,
Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 273.

118 John Rawls, A Theory of Justice dalam Chapter II The Principles of Justice, Publisher the
Belknap Pressef Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, hlm 11.
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Moh Mahfud MD, mengajukan jawaban yang bersifat hipotetis sebagai berikut:
konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang
berkarakter responsif. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan
produk hukum yang bersifat konservatif''’, dan jika dikaitkan dengan tipe hukum
menurut Phillipe Nonet, melahirkan hukum yang bersifat represif 18,

Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan 3 klasifikasi dasar dari

pelayan kekuasaan masyarakat

ang mampu menjinakkan

bahwa hanya tahapan II (hukum responsif) yang menjanjikan tertib kelembagaan
yang langgeng dan stabil. Model perkembangan dapat disusun ulang dengan
fokus pada hukum otonom, dengan menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan
tersebut yang menimbulkan tidak hanya risiko kembalinya pola-pola represif
namun juga kemungkinan terjadinya responsivitas yang lebih besar.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan
dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan,

bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah

"7 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 29.

"8 Hukum represif adalah hukum sebagai abdi kekuasaan artinya institusi hukum secara
langsung dapat diakses oleh kekuasaan politik. Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 39.

" Ibid
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mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam
model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin
yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Apa
yang dipikirkan oleh Nonet dan Seznick, menurut Satjipto Rahardjo, sebetulnya
bisa dikembalikan kepada pertentangan antara analytical jurisprudence di satu

pihak dan sociological jurisprudemce di lain pihak. Analytical jurisprudence

berkutat di dalam si hukum positif dan ini d€kat dengan tipe hukum otonom

pada Nonet. Bai - iti ] i tipe hukum responsifnya

Bahwa memberlakukaf juri lencedsaja ti up, tetapi penegakan hukum

harus diperkaya deng% . ini merupakan tantangan bagi

murni yang kaku dan analiti

Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat
partisipasif, yakni mengUndang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen
masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga
harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari
masyarakat. Artinnya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa
untuk melegitimasikan kekuasaannya. Guna memperoleh gambaran yang lebih
jelas tentang perbedaan hukum represif, otonom dan responsif dapat dilihat pada

tabel di bawabh ini :
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TIGA TIPE HUKUM MENURUT NONET DAN SELZNICK

Indikator Hukum Represif Hukum Otonom Hukum Responsif
TUJUAN HUKUM Ketertiban egitimasi Kompetensi
LEGITIMASI Ketahanan Sosial dan Tujuang Keadilan prosedura Keadilan substantif
Negara (raison d’etat)
PERATURAN Keras dan rinci namun be Subordinat dari prinsip dan
lemah terhadap pemb kebijaksanaan
PERTIMBANGAN Ad hoc; memudahkan me Purposif (berorientasikan tujuan);
tujuan dan bersifat p perluasan kompetensi kognitif
DISKRESI Sangat luas; oport luas;, tetapi sesuai dengan tujuan
PAKSAAN Ekstensif; dibatasi se€ara le Pencarian positif bagi berbagai
alternatif, seperti intensif, sistem
kewajiban yang mampu bertahan sendiri
MORALITAS Moralitas komunal; mo Moralitas sipil; “moralitas kerja sama”
hukum; “moralitas pembata:
POLITIK Hukum subordinat terhadap pol Terintegrasinya aspirasi hukum dan
kekuasaan politik; keberpaduan kekuasaan
HARAPAN AKAN Tanpa syarat; ketidaktaatan Penyimpangan peraturan yang Pembangkangan dilihat dari aspek
KETAATAN dihukum sebagai pembangkangan dibenarkan, misalnya untuk bahaya substantif; dipandang sebagai
menguji validitas Undang-Undang | gugatan terhadap legitimasi
atau perintah
PARTISIPASI Pasif; kritik dilihat sebagai Akses dibatasi oleh prosedur baku; | Akses diperbesar dengan integrasi

ketidaksetiaan

munculnya kritik atas hukum

advokasi hukum dan sosial

Sumber : Philippe Nonet, Phillip Selznick, 2013 :
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S. Teori Hukum Progresif

Hukum selalu bersentuhan dengan sejumlah aspek kehidupan manusia,
baik sosial, politik, ekonomi, sejarah, budaya, psikologi, agama, dan aspek
lainnya. Bersentuhan dalam arti berinteraksi, berkorespondensi dan saling

120

mengontrol semua aspek tersebut . Hukum tidak dapat menutup diri dan tidak

terhadap perjala i \ gan. , @0 ’

Satjipt¢ ] yataka baﬁ% erubahan, pergeseran dan

semakin menjauhkan @ dari/nilai } n keadilan, dapatlah disebut

sebagai kesesatan, kemunduiran bahkan kegag

sendiri melainkan untuk tujua ya berada di luar dirinyam. Dengan demikian
hukum harus bersifat responsif. Sebagai hukum yang bersifat responsif hukum
progresif menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan memiliki
kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa

sosial (social enginering)'**. Usaha social enginering dianggap sebagai kewajiban

120 Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta,2006. hIm. 1

121 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, “Pencarian,Pembebasan dan Pencerahan’, UMS Press,
Surakarta, 2004. hlm. 11

"2 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, hlm xx.

' Satjipto Rahardjo, “Konsep dan Karakter Hukum Progresif”, Makalah Seminar Nasional I
Hukum Progresif, Kerjasama Fakultas Hukum Undip, Program Doktor [lmu Hukum Undip dan
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Semarang, Desember 2007.

12 Lili Rasjidi, Tania Rasjidi. Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007,
hlm.79
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untuk menemukan cara-cara yang paling baik bagi kemajuan atau mengarahkan
masyarakat125 .

Hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks daripada teks
aturan, sehingga diskresi mempunyai tempat yang penting dalam
penyelenggaraan hukum. Diskresi merupakan faktor wewenang hukum yang
dijalankan secara bertanggung jawab,dengan mengutamakan pertimbangan moral
dilakukan, karena dirasakan

daripada ketentuan-kéfentuan formal'*®. Diskres

sarana hukum y : as, sifatnya dalam mencapai

tujuan hukum ng dirumuskan dalam
ketentuan hukum, kesempatan kepada
pelaksananya’ untuk&menamb am konteks situasi
yang dihadap

Soetandyo %gnjoso o 4 tentang  paham

jejak langkahnya sudah pasti akan selalu berarah ke bentuk dan substansi yang
secara kodrati akan lebih baik daripada yang sudah-sudah.

. 130
Bagir Manan

mengemukakan bahwa ajaran progresivisme hukum
apabila melihat akar-akarnya serupa dengan ajaran hukum bebas “freie

rechtslehre” dan sociological jurisprudence (Ehrlich dan Jhering) dan yang oleh

' Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Realistis Serta

Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hlm 16.

126 paul M. Weston, Suvervision in The Administration of Justice Police Correction Cours,

Springfield, Charles D. Thomas, 1965, him.97

'* Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 79.
128 o
ibid
'* Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013,

hlm 7

%0 Bagir Manan, Menurut Majelis Mahkamah Aung Hukuman Mati Bertentangan dengan

UUD 1945, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 328 Maret 2013, hlm 14
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Pound dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai a tool of social engineering.

Satjipto Rahardjo""

membandingkan positivisme dan hukum progresif yaitu
apabila positivisme hukum melihat hukum sebagai sesuatu yang final, maka
hukum progresif mengatakan sebaliknya bahwa hukum tidak bisa disebut sebagai
tipe hukum yang mutlak dan selesai. Institusi hukum selalu berada dalam proses

untuk terus menjadi “law at progess, law in the making”. Hukum progresif

diibaratkan sebagai papan petunjuk yang selalu memperingatkan, hukum itu harus

ukum progresif maka

esif sebagaimana

No | Identifikasi | Hukum Progresif
1 | Asumsi u untukey ma bukan sebaliknya. Maka
ehadi u an untuk dirinya sendiri, melainkan

untuk sesuatu yang lebih luas dan besar.Itulah sebabnya
ketika terjadi permasalahan di dalam hukum maka
hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki bukan
manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam
skema hukum.

2. Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta
final karena hukum selalu berada dalam proses untuk

terus menjadi (law as a process, law in the making)

! Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan dan Membangun,
dalam Jurnal Progresif Volume 2 No 1 Tahun 2006, him 1
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No | Identifikasi Hukum Progresif
2 | Tujuan Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
3 | Spirit 1. Pembebasan terhadap tipe, cara berfikir, asas dan teori
yang selama ini dipakai
2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum
(administratign of justice ) yang selama ini berkuasa dan
dirasa menghambat usahdjhukum untuk menyelesaikan
4 | Progresivitas
S | Karakter 1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat

kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum
menuju ke perilaku.

2. Hukum  progresif secara  sadar  menempatkan
kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan
masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe
progresif.

3. Hukum progresif terbagi paham dengan legal realism
karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu
sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial

yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari
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No | Identifikasi Hukum Progresif

bekerjanya hukum.

4. Hukum  progresif = memiliki  kedekatan  dengan
sosiological jurisprudence dari Rocoe Pond yang
mengkaji hukum tidak hanya sebagai studi tentang

peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan

bekerjanya hukum.

edekatan dengan teori

5, Huku Wme iliki
alams arer% terhe
e _
: o+

dap hal-hal yang meta-

hukum yang berlaku. Hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya

ketentuan hukum yang tertulis dan tidak terikat secara nomatif, tapi bebas
melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan. Bagi penegak hukum
progresif sumber hukum adalah masa keadilan masyarakat. Oleh karena itu
diperlukan kecerdasan spiritual yaitu peran hati nurani dalam menangani setiap
kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Kedua, hukum progresif merupakan
solusi atau strategi jalan tengah yaitu solusi terhadap kondisi hukum Indonesia.
Solusi utama yang ditawarkan adalah perubahan paradigma serta orientasi dalam
memandang hukum kepada kebutuhan masyarakat (manusia). Sedangkan sebagai

sebuah strategi jalan tengah pada dasarnya hukum progresif tidak secara mutlak

132 Hwian Christianto, Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana, dalam Jurnal
Mimbar Hukum, Volume 23 Nomor 3, Oktober 2011, hlm 483
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menolak hukum tertulis, hanya memberikan porsi lebih banyak pada pentingnya
faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian rakyat sebagai tujuan utama dari
hukum. Ketiga, hukum progresif sebagai gerakan pembebasan (dalam semua
tahapan penegakan hukum).

6. Teori Sejarah dan Budaya

a.  Teori Sejarah

akan perubahan-per ' dan masyarakat untuk

Belajar sé arah sebagai salah satu
cermin untuk meng pasa mendatang. Bahkan sejak
jaman Yunani dikata h guru kehidupan.'”> Hal ini

diperkuat oleh pendapat Van Der Meulen, yang mengatakan bahwa sejarah
cukup mampu membangkitkan keinsafan manusia melalui gerakan bermakna
berupa peralihan dari masa lalu ke masa depan. Sejarah mampu menyambung
serba keunggulan di masa lampau dengan serba keunggulan yang lebih bermakna
di masa mendatang yang semakin menantang. Dengan wawasan sejarah, manusia

bisa menerima aneka perubahan dan perkembangan di bidang apapun termasuk

33 Husain Haikal, “ Ibnu Khaldun”, Informasi , nomor 1 tahun XIII, 1983, him.26-36.

13 Muhammad Imam Farisi, “Pendidikan Sejarah sebagai Pendidikan Kebangsaan yang
Emansipatoris dan Membebaskan”’,dalam Historica Magistra Vitae : Menyambut 70 tahun Profesor
Dr. Rochiati Wiriatmadja. Historica Utama Press. Bandung. 2013. HIm. 76

95 Husain Haikal, “Historica Yunani dan Romawi”, Informasi, nomor 1 tahun XII,
1982,hlm.38-42
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ilmu dan teknologi sebagai keharusan, sekaligus kewajaran dalam perjuangan
menuju peningkatan kualitas kehidupan.136

Gilbert J.Garraghan mengemukakan bahwa sejarah mengandung 3 konsep
yang berlainan, namun ketiganya saling berkaitan, yaitu: (1) peristiwa masa
lampau manusia yang benar-benar terjadi: (2) rekaman mengenai peristiwa masa

37

lampau ; dan (3) proses atau teknikgmembuat rekaman peristiwa masa lampau.'

oleh Moh. Ali dijelaska

Ketiga konsep tersebt bahwa yang pertama adalah

dengan membetikan’ i ) ftaglkepastian perubahan atas

sesuatu. Hal ini jelas, bahwa sa 1 8¢jarah adalah manusia. Perbedaan

sebagai berikut:

“Dilihat dari segi sasaran (obyek) studi sejarah dengan sasaran ilmu-ilmu
sosial lainnya dan metode yang digunakan pada dasarnya tidak berbeda.
Sesungguhnya perbedaannya hanyalah pada masalah macam persoalan yang
ditanyakannya. Beberapa perbedaan kiranya dapat dikemukakan dalam 4 hal,
antara lain ialah dalam persoalan: (1) masalah deskripsi dan analisa; (2) masalah
keunikan (unique) dan masalah keumuman (general) ; (3) kebebasan (freedom)
dan keharusan (necessity) dan ; (4) masalah hukum (law) dan sebab musabab
(causation)139”

8 1 Gede Widja, Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah. Lapera Pustaka Utama,
Yogyakarta, 2002, hlm.86

7 Gilbert J.Garraghan. SJ. A Guide To Historical Method. Fordham University Press. New
York, 1957, hlm. 3

138 R Moh Ali, Pengantar Ilmu Sejarah, Bharata, Jakarta, 1963, hlm 8.

¥ Djoko Suryo, “Sekitar Masalah Sejarah dengan Ilmu-Ilmu Sosial”.Bacaan Sejarah. Nomor
4,Maret 1980, UGM, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan, him 4.



80

Menyadari bahwa sejarah erat kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial, sejarah
juga mengunakan beberapa hipotesis dan analisis serta beberapa penemuan ilmu-
ilmu sosial hal ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban mengapa manusia
telah mengembangkan lembaga-lembaga serta institusi-intitusi, dan bagaimana
pula manusia bertingkah laku dalam kerangka politik,sosial dan budaya yang
mengatur cara hidup mereka. Demgan demikian sejarah mencoba memahami

alasan-alasan yang g€rsembunyi di belakang Setiap tindakan yang berhasil

diungkap kembalia

dengan bertolak dari persoalan apa, kapan, dimana dan bagaimana peristiwa itu
terjadi, studi sejarah kritis mencari jawaban atas pertanyaan mengapa suatu
peristiwa itu terjadi. Dengan demikian studi sejarah kritis menggunakan analisis
untuk mengetahui sebab akibat (kausionalitas) dari setiap peristiwa yang diteliti.
Oleh karena itu studi sejarah kritis disebut pula studi sejarah analitis yakni
berusaha mencari pengetahuan yang mengandung kebenaran demi tercapainya
kebenaran sejalrah.141
b.  Teori Budaya

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta Buddayah” yang berarti budi atau

akal. Dalam bahasa Inggris disebut “culture”yang berarti mengolah atau

140 .
Ibid
4! Allan Nevins, The Gateway to History, Anchor Book, New York, 1962,hlm.22-23
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mengerjakan (bertani). Kata culture diterjemahkan ke dalam bahasa sebagai
kultur.'*?

Budaya didefinisikan sebagai suatu gagasan (ide), tindakan dan hasil karya
manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia
dengan belajar. 143 Edgar, menjelaskan bahwa budaya adalah proses kehidupan

sehari-hari manusia dalam skalaggumum, mulai dari tindakan hingga cara

berfikir.'** Pendapatg8enada juga dikemukakan“eleh Barker, dia menjelaskan

diturunkan secara sosial ), yang bekerja, menghubungkan komunitas manusia

148

dengan lingkungan ekologi mereka.”™ Dilihat dari sistem adaptasi, budaya

142 Muhaimin, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal, Potret dari Cirebon, Logos, Jakarta, 2001,
hlm 153.

'3 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,hlm.180

1% Edgar, Andrew dan Peter Sedgwick (ed). Cultural Theory the Key Concept, Routlegde,
1999, him.102.

'3 Barker,Chris. Culture Studies: Teori dan Praktek, (terj), Tim Kunci Cultural Studies
Center, Bentang, 2005 hlm. 50-55

'4® Edward B. Taylor adalah orang Inggris yang mula-mula mendapatkan pendidikan dalam
kesusastraan dan peradaban Yunani dan Rum klasik yang kemudian tertarik kepada dunia etnografi
dan mulai melakukan beberapa kajian terkait fenomena keagamaan. Salah satu bukunya yang terkenal
adalah Primitive Culture: Research Into The Development of Mytology Philosophy, Religion,
Language, Art and Custom (1874) dalam Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I, UI Press,
Jakarta, 1987, hlm 48.

7 Willaim A. Haviland, antropologi jilid I, Erlangga, Jakarta, 1985, him 332

18 Binford,L, Post-Pleistocene. Adaptations, dalam New Perspective in Archeology (ed), LR.
Binford dan SR.Binford. Aldine, Chicago, 1968, hlm. 323.
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berubah ke arah keseimbangan ekosistem. Namun kalau keseimbangan itu
diganggu oleh perubahan lingkungan, kependudukan, teknologi atau perubahan
sistemik yang lain maka perubahan yang terjadi sebagai penyesuaian lebih lanjut
akan muncul melalui sistem kebudayaan. Karena itu, mekanisme umpan balik
dalam sistem kebudayaan mungkin bekerja secara negatif (ke arah self correction
dan keseimbangan ), atau seca positif, ke arah ketidakseimbangan dan
perubahan arah.'* K@nsep budaya turun jadi pela tingkah laku yang terikat

kepada kélompo

manusia, tingkah laku atau emosi-emosi. Budaya lebih merupakan organisasi dari
hal-hal tersebut. Budaya adalah bentuk hal hal yang ada dalam pikiran (mind)
manusia, model-model yang dipunyai untuk menerima, menghubungkan dan
kemudian menafsirkan fenomena material di atas."”'

Goodenough, mempertentangkan pandangan ideasionalnya tentang budaya
dengan pandangan yang digunakan oleh orang-orang adaptionist yang melihat
kebudayaan sebagai pola kehidupan dalam suatu komuniti, yaitu kegiatan yang

terjadi berulang kali secara ajeg. Goodenough, memandang budaya secara

1% Meggers. Amazonia: Man and Nature in a Counter Feit Paradise, Aldine,
Chicago,1971,hlm 4.

" Harris,M. Monistic Determinism: Antiservice Southwestern, Journal Anthropology. 25.2,
hlm.198-206

! Goodenough, WA, Cooperation in Changes, Russel Sage Found, New York,
1963,hIm.522
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epistemologi berada dalam alam yang sama dengan bahasa, sebagai aturan-aturan
ideasional yang berada di luar bidang yang dapat diamati dan diraba. 15 2Sebagai
suatu sistem struktural, Levi-Strauss dalam bukunya mythologiques,
mengemukakan bahwa ia lebih memperhatikan budaya daripada ‘“‘sebuah

budaya”. Dia melihat struktur mitologi India-Amerika sebagai sesuatu yang

)

tumpang tindih. Struktur ini salinggmenghubungkan pola-pola organisasi kognitif
individu-individu o

Bahkan lebih jauk

dari Ricour, Geertz

Geertz membuat usaha orang antropologi untuk menemukan sektor-sektor yang
sama dengan kota satelit filsafat, hukum dan ilmu pengetahuan yang terencana
dengan rapi di kota ideasional tersebut menjadi sedikit semu.' ™

Geertz, Goodenough dan Levi Strauss sepakat bahwa bidang sosial dan
bidang kultural berdiri sendiri, meskipun saling berkaitan, yang satu bukan

merupakan refleksi dari yang lain, masing-masing harus dilihat dalam posisi dan

haknya sendiri.'>

152 1.
Ibid
133 Levi-Strauss, C. Mythologiques IV.L home Nu.Plon, Paris, 1971, hlm 12.
154 Geertz,C. The interpretation of Culture. Basic Books, New York, 1973, hlm.66-67
"> Roger M. Keesing. “Theories of Culture”,: Annual Review of Anthropology, Vol. 3 (1974),
hlm. 73-97
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Kluckhon, membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan yang
bersifat universal. Tujuh unsur kebudayaan ini, menurut Koentjaraningrat dapat
ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru
dunia. Tujuh unsur kebudayaan tersebut adalah: (1) Sistem bahasa; (2) Sistem
pengetahuan; (3) Sistem sosial; (4) Sistem peralatan hidup dan teknologi; (5)

156

Sistem mata penceharian hidup; Sistem religi, dan ; (7) Kesenian

Tinjauan Pustaka

1. Politik h

citakan. Kat tegi yang sistematis,
terinci dan netapKan hukum yang telah
dan akan dil yang berlaku dalam
masyarakat daniigkese 1 i angka mencapai tujuan
negara."”’

Definisi mengenai politikehukem 4 banyak dikemukakan oleh para

pakar ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa politik hukum adalah
“arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan
melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara”'>®.
Teuku Muhammad Radie, mengemukakan bahwa politik hukum adalah
kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya

atau sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara, tentang hukum yang

berlaku di wilayahnya (lus Constitutum) dan mengenai arah perkembangan

15 Tasmuji dkk, Imu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar. IAIN Sunan

Ampel Press, Surabaya, 2011, hlm 160-165. Lihat pula Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya
Indonesia; Suatu Pengantar. Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 20-23

"7 Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1994) him 310-314

158 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta,

2006, hlm.15.
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hukum yang dibangun (lus Constituendum)".

Pendapat senada juga
dikemukakan oleh Muh. Kusnardi & Bintang R. Saragih, bahwa politik hukum
adalah suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaganya atau
pejabatnya untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti,
diubah,dipertahankan atau hukum tentang apa yang perlu diatur atau dikeluarkan

agar dengan kebijakan tersebut pemyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat

berlangsung secara bdik, tertib dan aman sehingga@tujuan negara secara bertahap

ut di atas, E. Utrecht

aha membuat kaidah-

atau public policy di bidang hukum untuk meningkatkan kesejahteraan warganya
di segala aspek kehidupan, yang mengandung 3 dimensi yang terkait satu sama
lain yakni kebijakan-kebijakan, kesejahteraan sosial, dan kebijakan perlindungan
sosial'®.

Politik hukum sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang dibuat

dan atau telah dilaksakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia,

1% Teuku Muhammad Radie, Memantapkan Rangka Landasan Tata Hukum Nasional, BPHN,
Jakarta, 1980, hlm 16.

' Muh. Kusnardi & Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem
Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, 1978. hlm 15.

16l B Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ikhtisar Baru van Hove, Jakarta, 1966,
him. 14

12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hlm.352

163 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The
Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 269
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yang dalam implementasinya meliputi:'®*

a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan
terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan
kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan.

b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi
lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

c. Dalam konteks I rnsionl, politik hukum dalam upaya melindungi HAM,

pelakSanaan b

ketidak adilan dalam konteks organisasi politik local atau organisasi masyarakat
perempuan Islam. Lembaga itu adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK).'®

Kebijakan lain oleh pemerintah dalam wupaya keadilan kaum
perempuan adalah pada September 2005 Indonesia telah ratifikasi terhadap
Kovenan Hak Sipil Politik (International Convention on Civil and Political

Rights/ICCPR) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Internasional

tod Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asas Manusia (HAM di Indonesia), dalam bahan

bacaan mata kuliah Hukum dan HAM, program Magister [lmu Hukum FH. UII, 2010, hlm. 1

1% Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri

Depolitisasi Perempuan di Indonesia, Kibar Press , Yogyakarta, 2008, hlm. 159

1% Habib Shulton Asnawi, Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi

Masyarakat Islam Indonesia, Jurnal Musyawa. Vol 11. Nomor 1 Januari 2012
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Convention on Economic, Cocial and Cultural Rights/ICESCR). Yang
kemudian lahir produk hukum.
a. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-
hak Ekonomi Sosial dan Budaya
b. UU. No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional
Tentang Hak Sipil dan Politi

K@venan tersebut merupakan
kedua kovenan bagi

dalam dalam kontek

101.628.816 atau sekitar 51 % dari total penduduk Indonesia. Kalaulah
diprediksikan\ secara kuantitas lebih dari 80% penduduk Indonesia beragama
Islam, maka dapat dipastikan bahwa jumlah perempuan Islam di Indonesia
tidak kurang dari 80 juta jiwa. Jumlah ini lebih besar dari total penduduk
Negara-negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam, jumlah fantastis
kaum perempuan di Indonesia belum dapat diberdayakan semaksimal
mungkin.167

Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat
dalam falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Landasan

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai

17 Siti Musdah Mulia, Op Cit, hlm. 173
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cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara
laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara
mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam
keluarga dan masyarakat khususnya kesetaraan serta hak yang sama. Namun

sampai saat ini banyak wanita yang masih terabaikan karena kurangnya
68

1 hak-hak mereka sebagai warga negara.1

da

informasi dankurangnya meny

Secara umum® masih sedikit yang menyadari dan memahami bahwa

persoalanfperempan harus

tena keéﬁya ni i kizlaki an. Nilai-nilai/norma

asyar@

merupakan’ ‘ratu danpen 1'ta ga pikiran-pikiran untuk

| kodratnya perempuan

2. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Perdais DIY Nomor
1 Tahun 2013 yang meliputi persyaratan pengisian jabatan gubernur dan wakil
gubernur DIY, tata cara pengajuan calon, verifikasi calon, penetapan gubernur
dan wakil gubernur DIY serta pelantikan gubernur dan wakil gubernur DIY.
1. Persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur DI'Y

a) Calon Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwana yang bertahta.

'% Tjandraningsih Indrasari. Mengidentifikasi Persoalan Perempuan. Jurnal Analisis Sosial.
Edisi 4 November. AKATIGA, 1996, him. 32

1% Jack Donnely, Universal Human Rigts in Theori and Practice, Cornell
University Press , London, 2003, hlm, 78.
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b) Calon Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta.
Calon gubernur dan wakil gubernur harus memenuhi syarat sebagai
berikut

1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang
Indonesia Tahun 1945, cita-cita
1945, dan

Proklamast 17Agustus egara  Kesatuan  Republik

Indo

3) Buwono untuk calon
Paku Alam untuk calon

4) n tingkat atas atau

5)

6) ‘ ; jas i ani Betdasarkan hasil pemeriksaan

dokter/rumah sakit pemerintah;
7) tidak perna ja pidan: penjara  berdasarkan  putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan
telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) Tahun dan
mengumumkan secara terbuka dan  jujur kepada publik bahwa
dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi
tindak pidana;

8) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

9) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk
diumumkan;

10) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan



90

dan/atau  secara  badan hukum  yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara;

11) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12) memiliki Nomor pokok wajib pajak (NPWP);

13) menyerahkan daftar ayat hidup yang memuat, antara lain

didikan, pekerjaan, satidara kandung, istri, dan anak;

rsangkutan yang

ila sebagai dasar negara,

pesia Tahun 1945, cita

1945, dan Negara

b. surat pengukuhan yan pyatakan Sultan Hamengku Buwono
bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan
Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten. (1) huruf c;

c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat
dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas  (dan/atau
tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat, atau surat keterangan lain
yang  dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;

d. akta kelahiran / surat kenal lahir warga Negara Indonesia.

e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah

yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani
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dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur.

f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani
urusan pemerintahan di bidang hukum.

g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang

dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh Kgekuatan hukum tetap.

h. surat paian laporan harta
pemberantasan

kekayaan pribadinya

i. surat adi g dak sedang memiliki
dan/atau  secara badan

> merugikan keuangan

bersangkutan tidak Sedang dalamgkeadaan pailit.

k. fotokopi kartu Nomor pokok wajib pajak.

1. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon.

m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik.

2. Tata Cara Pengajuan Calon

a. DPRD memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta
Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur
dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada
Butir a, Kasultanan mengajukan Sultan =~ Hamengku Buwono yang

bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati
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Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD diterima.
Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan
calon Wakil Gubernur kepada DPRD menyerahkan:

1) surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh

Penghageng  Kawedana Hageng  Panitrapura  Kasultanan

pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono
yang Dbertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang
bertakhta sebagai Wakil Gubernur.

Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil
Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf d dibentuk dengan keputusan
pimpinan DPRD.

Panitia  khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan
Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf e bertugas menyusun
tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

. Tata tertib penetapan Gubernur dan  Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada butir f harus sudah ditetapkan paling lambat



h.

L

3. Verifikasi Calon

b)

g)

h)
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7 (tujuh) hari setelah panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.

Anggota panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan  Gubernur
dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.

Tugas panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur
dan Wakil Gubernur bera
dan Wakil Gub

pada saat tata tertib penetapan Gubernur

nhur ditetapkan.

persyaratan Sultan

Hamengku Buv ai ca Adipati Paku Alam

sebag g
Dala sebagaimafnay dimaksud dalam butir a
DPRD memt%lk panitia_ k subernur dan Wakil

dimaksud pada butir ¢ bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung
Jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Anggota panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur
terdiri atas wakil fraksi-fraksi.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah
Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil
Gubernur merangkap anggota.

Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia khusus
penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.

Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur

dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
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1) Panitia khusus penetapan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur
mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan
calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana
pelaksanaan pelantikan.

J) Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa

yang ada di daerah setempat

Guberfiur dan  Wakil Gubernur

dilantik.

k) Tugas panitia
berakhir pad

husus penetapan

genda pemaparan visi,
/ (tujuh) hari setelah
penetapan Gubernur
Visi,

misi, dimaksud pada butir 1

jangka panjang daerah DIY
dan perkembangan lingkungan strategis.

3) Setelah penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud
pada butir 2 DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono  yang
bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta
sebagai Wakil Gubernur.

4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada butir 3, DPRD
mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan
pengesahan  penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai
Wakil Gubernur.

5) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud pada butir 4 berdasarkan usulan Menteri.
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(6) Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada
butir 5 kepada DPRD serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati
Paku Alam.

. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

1) Pelantikan Gubernur dan/ata akil Gubernur dilakukan oleh Presiden.
2) Dalam hal

Wakil Gubexa

esiden berhalangan,

Daerah I
Dae ayah yang terletak di
tengah-teng bag%elatan nlau J wilayah tertua kedua

di Indonesia‘setelah a T dibe emerintah negara bagian

sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai ‘“Kerajaan
vasal/Negara Bagian/Dependent state” dalam pemerintahan penjajahan mulai
dari VOC, Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India
Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan
terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh
Belanda status tersebut disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh
Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status ini membawa konsekuensi hukum dan
politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah (negaranya)
sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan. Status ini pula yang
kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa
Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah


https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten_Paku_Alaman
https://id.wikipedia.org/wiki/VOC
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia
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daerah bukan lagi sebagai sebuah Negalra.170 Secara konseptual untuk lebih
mendalami tentang daerah istimewa Yogyakarta di bawah ini akan
dikemukakan keistimewaan Yogyakarta dilihat dari segi sejarah, yuridis, sosio
kultural, dan kepemimpinan.

a. Keistimewaan Yogyakarta dilihat dari segi Sejarah (Hitoris)

Sejarah merupakan daftag asal-usul atau peristiwa masa lampau atau

bahwa sejarah adalah suatu

ayat dari kejadian, semua

u yang menyelidiki

lampau yang dapat

dipandang sebagai suatu aktualisasi atau pementasan pengalaman masa
lampau”s.

Peran sejarah bagi kehidupan seseorang dan kelangsungan kehidupan
suatu bangsa, tampaknya tidak perlu diragukan lagi. Peran dan kedudukan

sejarah bukan hanya diakui oleh para sejarawan, melainkan juga banyak tokoh

70 Saafrudin Bahar et. al. (ed), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei
1945 — 19 Agustus 1945. Edisi II. Cetakan 4. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1993, hlm. 2.

"I Nugroho Notosusanto, Norma-normaDasar Pendidikan dari Penulisan Sejarah,
Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1975, hal.2

' Sidi Gazalba, Pengantar Sejarah sebagai Ilmu, Bharata, Jakarta, 1966, hal.2

' Ruslan Abdulghani, Penggunaan Ilmu Sejarah, Prapantja, Bandung, 1963, hal. 12

7 Moh. Ali, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1961, hal. 15

' Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 59
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dari berbagai kalangan. Cicero seorang filosof Yunani mengatakan bahwa
historia magistra vitae'”, yang artinya sejarah adalah guru kehidupan.
Confutse seorang filosof dari Cina mengatakan bahwa sejarah mendidik kita
untuk bertindak bijaksana177. Pendapat ini tampaknya lebih populer, terbukti
banyak ahli lain yang berpendapat serupa. Ahli lain tersebut antara lain, Sir

John Sieley”g, C.P. Hillm, dangEharles Bacon'®’.

Bagi pan bernegara, sejarally sangat bermanfaat untuk
menyadarkan emba \ ejarah serta kesadaran
nasional'®' agi kehidupan bangsa

76 FR. Ankersmit, Refelksi tentang Sejarah, Terjemahan Dic Hartoko, Gramedia, Jakarta,
1987, hal. 374-375

7 Rustam E. Tamburaka, “Peranan Sejarah dalam PJP II dan Strategi Teknosof-Sinergik
sebagai Jawaban Kurang Terkaitnya Faktor Pendidikan dengan Pengembangan Teknologi”, Jurnal
Pendidikan. No. 13 Oktober 1993, Hal. 168

'8 H. Rulsan Abdulghani, Penggunaan Ilmu Sejarah, log.cit

179 C.P.Hill, Saran-saran tentang Mengajarkan Sejarah, Perpustakaan Perguruan Kementrian
P dan K, 1996, hal. 9

180 Nugroho Notosusanto, Sejarah Demi Masa Kini, Ul Press, Jakarta, 1979, hal. 5

'8! Kesadaran sejarah dan kesadaran nasional sangat dibutuhkan untuk membangkitkan sense
of pride dan sense obligation, yaitu tanggungjawab dan kewajiban tiap generasi muda untuk bersama-
sama memupuk dan mempertahankan persatuan dan kesatuan, integritas bangsa dan identitas nasional
dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan serta bersama-sama melakukan pembangunan
nasional.

'%2 Sartono Kartodirjo, “Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Bangsa, Kesadaran Sejarah,
Identitas dan Kepribadian Nasional”, Seminar Nasional V Sub Tema Pengajaran Sejarah. Debdikbud,
1990, hal. 59-60.

'3 Djoko Suryo, Kisah Senopati Ki Ageng Mangir dalam Historiografi Babad, dari Babad
dan Hikayat sampai Sejarah Kritis. Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1992, hal. 115-119.
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Amanat 5 September 1945. Adapun isi pokok Amanat 5 September tersebut
lengkapnya adalah sebagai berikut :

(1). Bahwa negeri Ngayogjakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah
daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia, (2). Bahwa kami sebagai
kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogjakarto
Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini
segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogjakarta Hadiningrat mulai

18 Agustus 1945. Peristiwd intwafenjadi sangat bersejarah, karena dilakukan
untuk pertama kalinya oleh seorang penguasa kerajaan di wilayah Indonesia
yang secara dini mengucapkan selamat dan mendukung atas berdirinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan.

Pengakuan dan penetapan wilayah Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat
menjadi wilayah Republik Indonesia di bawah pimpinan Sultan Hamengku
Buwana IX, termuat dalam piagam penetapan kedudukan, tertanggal 19
Agustus 1945, antara lain menyebutkan sebagai berikut :

“"Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan ingkang sinuhun Sultan
Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalaga Abdurrakhman Sayidin
Panatagama  Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta

'8 Nugroho Notosusanto, Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka, PT. Citra Lamtorogung
Persada, Jakarta, 1989, hal. 32
'8 Djoko Suryo, op.cit, hal. 3
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Hadiningrat, pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka
Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga
untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia”

Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Ttd

Soekarno

I dari Jakarta ke
asih dalam keadaan
dan keuangan negara.

peralatan serta sarana

o0

oleh Keraton Yogyakarta, dalant hal ini oleh Sri Sultan Hamengku Buwana
IX. Dalam hubungan ini, peranan keraton Yogyakarta, di bawah
kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwana IX adalah sangat besar terhadap
RI'®. Kemenangan perjuangan tersebut telah dapat mewujudkan berdirinya

negara kesatuan RI yang dilaksanakan sejak berakhirnya perang kemerdekaan.

'8 Beberapa bulan setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Kota Jakarta sebagai Ibu Kota

Negara RI terancam keamanannya atas serbuan tentara Belanda yang telah mendarat di panatai utara
Jawa Barat yang tidak jauh dari Jakarta. Periksa : Selo Soemardjan, Social Changes In Yogyakarta.
Cornell University Press, London. 1962, p. 92-98. Sultan Hamengku Buwana IX menawarkan kepada
pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota RI ke Yogyakarta. Pemerintah pusat menerima tawaran
tersebut, sehingga pada tanggal 4 Januari 1946, ibu kota RI berpindah ke Yogyakarta. Periksa :
Nugroho Notosusanto, 30 Tahun Indonesia Merdeka, op.cit. hal. 79. Sejak itulah Yogyakarta menjadi
ibu kota dan pusat pemerintahan RI (1946 — 1949). Periksa : Atma Kusumah (ed), Tahta untuk Rakyat,
Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwana IX. PT. Gramedia, Jakarta, 1982. hal. 19 — 26.

' Djoko Suryo, op.cit, hal. 4
138 Atma Kusumah, op.cit, hal. 28
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Perjuangan ini dicapai melalui perjuangan fisik (militer) dan non fisik
(diplomasi) yang semuanya dilakukan melalui kendali perjuangan dari
Yogyakartalgg.

Yogyakarta tatkala menjadi ibu kota RI telah bertanggung jawab

menjadi benteng RI, terbukti selain menjadi ajang perang, diplomasi juga

menjadi ajang perang fisik bemupa pertempuran dalam menghadapi agresi

hadap keselamatan RI'"".

yakarta oleg Brigae
Presiden RI) berhasil

republiken berhasil dikembalikan ke Kota Yogyakarta. Pimpinan negara dan
anggota kabinet yang ditahan, dibebaskan setelah PBB mendesak pihak

Belanda untuk berunding dan melepaskan semua tahanan anggota kabinet RI

'8 Rick Lefs, M.C, Yogyakarta Under Sultan Mangku Bumi, A History of The Divion of Java.
Oxford University Press, London, 1974, p.38-43.

1% Agresi Militer 1T dilancarkan Belanda tanggal 19 Desember 1948. Dengan pasukan lintas
udara, serangan langsung ditujukan ke Ibu kota RI Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dikuasai
Belanda, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta.

! Demi keselamatan Negara RI, presiden memberikan mandat melalui radio gram kepada
Menteri Kemakmuran Mr. Safruddin Prawiranegara yang kebetulan waktu itu sedang berada di
Sumatera, agar membentuk pemerintah darurat RI (PD RI). Jika Mr. Safruddin Prawiranegara tidak
berhasil membentuk PD RI, presiden juga menunjuk Mr. AA Maramis (Menteri Keuangan), LN Palar
dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di India, diberi kuasa untuk membentuk pemerintah RI di
India. Periksa : Nugroho Notosusanto, 30 Tahun Indonesia Merdeka, Op.cit, hal. 192.
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. Ini juga berkat siasat pertempuran 1 Maret 1949 yang dimaksudkan
untuk membuktikan kepada dunia, bahwa RI masih ada sekalipun kota
Yogyakarta diduduki Belanda.

Konflik Indonesia Belanda berhasil diselesaikan dalam konferensi
meja bundar di Den Hag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2

November 1949 telah memaksagemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI,

nerdekaan yang berpusat di
Yogyakarta beshasi i pyam, Sejak itu revolusi telah

emas bagi
menegaskan pemahaman‘kepada khalay: ahwa keistimewaan yang dimiliki
Daerah Istimewa Yogyakarta benar-benar berlandaskan fakta sejarah yang
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
b. Keistimewaan Yogyakarta dilihat dari segi Yuridis (legal formal)
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta secara yuridis (legal
formal) telah diakui dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang
menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil,
dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU, dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang

bersifat istimewa.

192 Ricklefs, log.cit.
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Setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen,
ketentuan di atas telah dikukuhkan kembali dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat
(2) sebagai berikut : (1). Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur
dengan UU. Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan

pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik propinsi, kabupaten,

i dan menghormati kesatuan-
tradisionalnya sepanjang

akat dan prinsip Negara

am, ayat (2) telah jelas
Daerah Istimewa

seperti halnya Daerah

ayat (1) dan ayat (2),
gyakarta dapat dilihat dalam
BAB V Pasal 18 ayat 1948 tentang Undang-Undang
Pokok tentang Pemerintahan Daerah, juga diatur dalam Pasal 25 ayat 1 UU
No. 1 Tahun 1957 tetang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang
menyatakan bahwa kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden dari
keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di jaman sebelum Republik
Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat
kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di
daerah itu, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam ayat (1) ditegaskan bahwa
Daerah yang meliputi daerah kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman
ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta; sedangkan dalam ayat (2)

menegaskan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan

propinsi. Selain itu, juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 5
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Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagai berikut,
”Kepala Daerah Istimewa tidak dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPRD,
tetapi diangkat oleh pemerintah pusat dari keturunan keluarga yang berkuasa
di daerah itu di jaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai
daerahnya dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan, kejujuran,

kesetiaan serta adat istiadat dalam, daerah itu”.

Selain itudiatur pula dalam Pasal 1 U No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daeix { é iubahsdengan Pasal 225 dan Pasal

ayat (1)
Daerah Ib

keistimewaan untuk propinsi, Daeral” IstimewaYogyakarta sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah
tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintah propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta didasarkan pada UU ini.

Secara yuridis formal, keistimewaan DIY telah mendapatkan
pengakuan setelah keluarnya Undang-Undang Keistimewaan DIY Nomor 13
Tahun 2012. Dalam BAB I Pasal 1 ayat (1), secara tegas disebutkan bahwa
Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY adalah merupakan
daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. Keistimewaan yang dimaksud
dalam Undang-Undang itu adalah keistimewaan kedudukan hukum yang

dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-
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Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus
kewenangan istimewa. 193

Sebagai daerah otonom, kewenangan DIY mencakup kewenangan
dalam urusan pemerintahan daerah DIY, sedangkan kewenangan dalam
urusan keistimewaan DIY, meliputi :

i. Tata cara pengisian jabatanggkedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur

pada nilaisnilai 1%

ketentuan Iebih lan]%n

eberpilgx kepada rakyat. Sedangkan
ancan dalam ugsan keistimewaan DIY

ditelusuri dari latar belakang sosial dan budaya dari masyarakat Keraton
Yogyakarta Hadiningrat (Jawa — Islam), yang telah hidup dari pertengahan
abad ke-18 sampai sekarang.

Latar sosio-kultural yang dimiliki oleh masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah terletak dari nilai-nilai ajaran filosofi, moral dan spiritual.
Nilai-nilai ajaran ini dapat dijumpai dalam perilaku kehidupan masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa kini. Nilai-nilai ini hidup
berdampingan bahkan ikut mendasari kehidupan budaya modern yang
berkembang di lingkungan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara

unik dan khas perilaku budaya lama hidup berdampingan dan bersinergi

193 Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain
wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
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dalam alam pemikiran dan perilaku budaya baru (modern). Masyarakat masih
mempunyai kemampuan untuk menjaga semangat dan roh kesadaran akan
ikatan komunitas dan solidaritas kehidupan sosial budaya, seperti yang
tercermin dalam ungkapan guyub rukun, gotong royong, bebrayan, saiyeg
saekapraya, padha-padha (sense of belonging, sense of togetherness).

Dalam segi-segi kehidupan masyarakat Yogyakarta, keunikan

budaya tersebut di"atas, menjadi roh dan akag karakter budaya masyarakat

angguh, tanggap, fanggon

ahkan di dunia Asia

Istimewa Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dapat
dipandang sebagai salah satu cerminan dari kemampuan masyarakat
Yogyakarta dalam mengolah nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai
budaya baru (modern) yang berguna dalam membangun konsep dan model
budaya baru yang bermanfaat dalam mencapai cita-cita kehidupan baru yang
sesuai dengan tuntutan jaman. Demikian pula dapat ditegaskan bahwa
revolusi tidak hanya menempatkan kota Yogyakarta menjadi pusat strategi
perjuangan fisik dan diplomasi, tetapi juga menjadikan kota Yogyakarta

menjadi kota pendidikan anak bangsa dan kota kebudayaan yang didukung

' W F. Werteim, Indonesian Sociaty and Transition, a Study of Social Change. Penerjemah :
Misbach Zulfa Ellissabeth, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hal. 231
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oleh masyarakatnya195 . Sekarang bahkan dapat dibuktikan bahwa Yogyakarta
mampu menjadi salah satu kota pariwisata yang penting di Indonesia.

Sampai saat ini sesungguhnya sebagian besar dari unsur-unsur
budaya tersebut di atas telah menjadi warisan budaya (cultural heritage), baik
yang bersifat fisik maupun non fisik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dua warisan tradisi besar budaya (Jawa — Hindhu, dan Jawa — Islam) telah

Bra kebudayaan Jawa —dHi asa Jawa kuno, mencapai
ad

puncak kebe sarann@

tersebut ditandai dengan adanya toleransi kehidupan keagamaan dan
kemasyarakatan antara penganut ajaran agama Hindhu dan agama Budha.
Pada abad ke-X kerajaan Mataram Hindhu pindah ke Jawa Timur dan
melahirkan pusat kerajaan Hindhu Budha Majapahit (abad ke-XIII — XV).
Berakhirnya kerajaan Majapahit pada akhir abad XV, telah disusul dengan
lahirnya era budaya Jawa Islam pada abad ke-XVI. Era ini ditandai dengan
berdirinya pusat kerajaan Islam di pesisir utara Jawa, diantaranya ialah
Demak, Cirebon dan Banten. Kemudian disusul dengan berdirinya kerajaan
Pajang, Mataram Islam dan Kota Gede (1578). Era kebudayaan Jawa-Islam

ini mencapai puncaknya di Mataram Islam di bawah Sultan Agung pada abad

195 Djoko Suryo, op.cit, hal. 7
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ke-XVII'°. Era kebudayaan Jawa-Islam pada masa Mataram masih berlanjut
sampai ketika pusat kerajaan bergeser ke Kartasura dan Surakarta. Tradisi
besar budaya Jawa-Islam dari masa Mataram ini akhirnya berlanjut dan
berkesinambungan hingga ke Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang
berdiri pada 1755, ketika kerajaan Mataram Islam terpilah menjadi dua

kerajaan berdasarkan PerjanjianaGiyanti pada 13 Februari 1755'. sejak itu

nilai-nilai tradisi b€sar budaya Jawa-Islam me

Jawa Keraton Ng Y08 ka ingrat, yang me
ideasional asyamM 2 hing a kini.
. Co - . _
gi-s deasional
yalﬁ' L tiftgi
.

jadi inti nilai-nilai kebudayaan

jadi sumber nilai budaya

etis budaya gaya

Tajussalatin, Se
Kyain Al Quran,
yang belum dikaji di Keraton Yogyakarta. Selain itu, tradisi seni gaya
Yogyakarta, juga dapat dijumpai dalam bentuk seni gamelan, seni
pewayangan, dan pedalangan, seni arsitektur Keraton, seni pakaian, serta
berbagai jenis pusaka Keraton, seni tata ruang Keraton, perumahan, tradisi
pengobatan tradisional, upacara tradisional, dan tradisi kehidupan keagamaan,
yang sebagian masih dapat dijumpai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam beberapa segi warisan budaya tersebut sampai sekarang dapat
dikatakan masih terpelihara, sekalipun ada pula yang telah rusak atau punah,

sebagai akibat dari bencana peperangan yang terjadi baik dari masa

1% Graaf, H.J. de, Puncak Kekuasaan Mataram. Politik Espansi Sultan Agung. Terj., PT.
Pustaka Graafetipers, Jakarta, 1958, hal, 79.
T M.C. Rickels, Op Cit, hal. 49
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penjajahan maupun pada masa revolusi, dan termasuk juga bencana alam.
Kelestarian berbagai segi warisan budaya itu pada hakekatnya dapat disebut
sebagai salah satu keistimewaan kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam
memelihara nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya.
d. Keistimewaan Yogyakarta dilihat dari segi filosofi kepemimpinan.

Dilihat dari segi filosofi kepemimpinan, keistimewaan Yogyakarta dapat

Wakil Gubernur tersebut telah berlangsung sejak awal 1945 hingga masa kini,

telah berjalan sesuai dengan peraturan dan perUndangan yang berlaku tanpa
mengalami hambatan suatu apapun. Hal ini membuktikan bahwa bentuk
pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sejak lama telah diterima

dan didukung oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

'8 Rational legal authority adalah kepemimpinan yang didasarkan pada komitmen terhadap
seperangkat peraturan yang diUndangkan secara resmi, dan diatur secara impersonal. Oleh Weber
diberi istilah otoritas legal rasional. Periksa : Doyle Paul Johnson, Sociological Theory Classical
Founders and Comtemporery Prespectives, Alih Bahasa Robert N.Z Lawang, PT. Gramedia, Jakarta,
1986, hal. 231

""" Traditonal Authority adalah tipe kepemimpinan yang berlandaskan pada suatu
kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi jaman dulu serta legitimasi status mereka.
Oleh Weber disebut dengan tipe otoritas tradisional. Periksa : Doyle Paul Johnson, ibid. Hal. 227
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Berpangkal dari realitas empiris tersebut maka dapat dipahami apabila
aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa kini tetap
menghendaki tidak adanya perubahan bentuk pengisian jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur yang melekat dengan kedudukan Sultan Hamengku Buwana

dan Sri Paku Alam yang bertahta sebagaimana yang telah berlangsung pada

masa-masa sebelumnya. Ada gbeberapa alasan yang mendasar kelekatan

Sebagai pemegang simbol budaya Keraton Yogyakarta ia masih diterima
sebagal pemimpin budaya Jawa yang berfungsi sebagai panutan, pelindung,
pengayom, penjaga ketentraman dan kedamaian kehidupan moral/spiritual dan
religiusitas masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas dasar landasan pemikiran kultural diatas maka pelekatan
kepemimpinan kultural ke dalam kepemimpinan legal rasional telah menjadi
model kepemimpinan yang ideal dan istimewa bagi masyarakat Yogyakarta.
Pemikiran budaya kepemimpinan tersebut sejajar dengan transformasi nilai-
nilai budaya lama dengan budaya baru seperti yang telah disebutkan di atas.

Kedua, dalam kedudukannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,
Sultan dan Sri Paku Alam, menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan

perUndangan yang berlaku dalam pemerintahan Republik Indonesia, termasuk
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harus mengangkat sumpah jabatan. Hal ini berarti bahwa Sultan dan Sri Paku
Alam memiliki tanggungjawab yang sama dimuka hukum.

Ketiga, pengangkatan dan penetapan kedudukan Sultan dan Sri Paku
Alam sebagai raja kultural telah diatur oleh paugeran atau pranatan yang
berlaku dalam internal masing-masing Keraton dan kadipaten. Paugeran

Keraton telah merumuskan _segi-segi penting yang berkaitan dengan

filosofi/pandangapfdunia tentang negara (kerdjaan), konsep raja, kedudukan

ang dapat dikemukakan

membawa kesejahteraan dan kemakmuran atau malapetaka terhadap dunia
keraton..

Ajaran pra-Islam dan Islam kemudian membaur, dan terefleksikan
dalam pandangan dunia Keraton dalam konsep kekuasaan, kedudukan, fungsi,
tugas, citra raja dan kerajaan yang ideal, yang merupakan landasan historis
kehidupan Keraton Yogyakarta yang dipertahankan hingga masa Kkini.
Landasan pandangan kosmis-religio-magis tentang negara dan raja tersebut
dapat ditemukan dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam kesusateraan,
bahasa, gelar kebangsawanan, ritus-ritus, dan tradisi, seni, kehidupan
keagamaan, arsitektur istana dan atau tempat peribadatan.

Konsep tentang raja dan kekuasaan Keraton Yogyakarta

sesungguhnya tercermin di dalam gelar raja Sampeyan Dalem Ingkang
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Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga,
Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Gelar ini merupakan
simbol dan representasi filosofi kerangka konseptual tentang raja, kerajaan,
dan ke-Illahian dalam pandangan Islam Jawa. Kata Hamengku Buwana
menandai simbol dan otoritas raja yang berfungsi untuk melindungi jagad.

Kata ini memuat tiga pekok makna: Hamengku, Hamangku, dan

Hamengkoni.

melindimgi setidp, orWaw‘W% ke
mereka yang ti%- enyukainya.
e

engku mengandung na kewajiban raja untuk
an sosialnya, termasuk
mempunyai makna

di atas kepentingan

keagamaan yang benar. Sementara itu Khalifatullah menggambarkan
perbuatan untuk memimpin umatnya di segala aspek kehidupan untuk
memenuhi kewajiban yang diberikan Allah. Adapun gelar Sultan harus
menjadi suatu cerminan tipe ideal seorang pemimpin yang sadar akan tujuan
hidup, yaitu hablum minallah — manunggaling kawula gusti, mengajak rakyat
untuk menyembah kepada Tuhan Penguasa Alam Semesta; dan hablum
minannas — mengembangkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis
untuk mencapai tujuan bersama.

Sultan memerintah kawulanya sesuai dengan konsep raja yang ideal
yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang teratur, berkembang baik,

sejahtera, selamat, tenteram dan damai. Diungkapkan dalam konsep Jawa:
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tata titi tentrem kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, tuwuh kang sarwa
tinandur murah kang sarwa tinuku.

Adapun syarat dan ajaran untuk menjadi seorang Sultan atau Raja
yang ideal di Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat antara lain terdapat dalam
Serat Tajusalatin dan Serat Puji. Secara jelas Serat Tajusalatin versi Keraton

Yogyakarta mengajarkan tentang konsep kekuasaan, kedudukan dan fungsi

sempurna dalam menjalankan kehidupan.

Serat Puji, pada hakekatnya mengajarkan konsep Raja Suci (Divene
King), yang berbasis pada ajaran Al Qur’an, yang mengajarkan bahwa raja
merupakan pengganti Rasulullah, maka orang harus berbakti kepada raja,
sesudah berbakti kepada Allah SWT dan Rasulullah (...bektiya marang ratu,
gegantining Rasulullah. Bekti ngratu sasat ambekteni ing Kanjeng
Rasulullah).
Di lain pihak Serat Puji juga mengajarkan bahwa apabila raja
bertindak aniaya, maka diperintahkan agar orang tidak perlu melaksanakan

perintahnya, dan bahkan dianjurkan agar orang meninggalkan kerajaanya

*® Djoko Suryo, Taju Salatin Versi Keratn Yogyakarta, Islam dan Khasanah Kebudayaan
Keraton Yogyakarta, 11, Yayasan Kebudayaan Islam, Yogyakarta. 1998, hal. 11 — 17.
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(Heh wong donya wajibing ngaurip, terutama parentahing nata, nurut rasul
pepindhane, antuk supangat agung, nanging aja sira lakoni, yen ratu
nganiaya, lali tindakipun, sayekti sira mungkura, nora dosa nanging
metuaden alis, saking Kemtone)zo1

Serat Puji, secara jelas merumuskan 10 pokok syarat menjadi raja,

antara lain sebagai berikut.** : @b). Raja harus sudah akil balig (dewasa); (2).

Serat-serat tersebut di atas telah menegaskan bahwa Keraton Yogyakarta

telah memiliki pedoman dan paugeran yang jelas dalam memilih dan
menetapkan seorang calon raja atau Sultan yang akan menduduki tahta
kerajaannya, bilamana terjadi proses penggantian tahta kerajaan. Secara
historis dan empiris proses suksesi di Keraton Yogyakarta telah berjalan
relatif lancar sejak masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana I hingga
masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana IX, yang kemudian digantikan

oleh Sultan Hamengku Buwana X yang sekarang bertakhta.

' Djoko Suryo, Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta, Kota Lama, Kota Baru,
Sejarah Kota-kota di Indonesia sebelum dan sesudah Kemerdekaan, Penerbit Ombak, Yogyakarta,
2005, hal. 48

2 Lihat Djoko Suryo, Ajaran Serat Puji II: Ajaran Moral Keagamaan Keratin Yogyakarta.
Yayasan Islam Indonesia bekerjasama dengan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, hal. 175-207
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini yang dimaksud
dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY
didefinisikan sebagai Daerah Provinsi yang memiliki Keistimewaan
kedudukan hukum yang berupa kewenangan dalam urusan keistimewaan,

khususnya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Penelitian yang Relevan dandKeébaruan Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yanggmemilikirelevansi dengan penelitian
ini, namun per 11 %, diantaranya :

i " ogram %Hmu Hukum Fakultas Hukum
akarta, 12013 d -ngan judul “Politik Hukum
: beer Sebagai “Icepala Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negaff epblik Indonesia Tahun 1945, beserta
Undang-Undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme
pengisian jabatan gubernur yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini membatasi politik
hukum pada UUK DIY. Sedangkan dalam penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti, regulasi yang akan dibahas tidak terbatas pada
UUK DIY, namun juga regulasi lain yang terkait dengan penetapan

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Selain hal tersebut, penelti juga

akan melakukan kajian dalam pespektif gender.
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2. Arif Maulana, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012 dengan judul “Tinjauan
Konstitusional Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Melalui Pemilihan Umum*.

Pada penelitian ini dibahas tentang perkembangan mekanisme
pengisian jabatan kepala dagsah dan wakil kepala daerah dalam peraturan

perUndang-Undafigan yang pernah berlaku @i Indonesia dan permasalahan

ailihan umum kepala daerah

Daerah Istimewa Yogyaka injau dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”
Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan Keistimewaan DIY dalam
peraturan perUndang-Undangan sejak berdirinya NKRI sebenarnya tetap
konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang
bersifat istimewa. Dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu amanat di
dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY dengan mekanisme penetapan
yang didasarkan oleh aspek historis, sosiologis dan yuridis. Pengisian
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang merupakan salah satu
kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Keistimewaan DIY. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur dilaksanakan melalui mekanisme penetapan, yang secara
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prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.
Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan
asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini
membatasi politik hukum pada UUK DIY.

Rusnaini, Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015 dengan judul

“Konstruksi Realitas Sosial gKeistimewaan Yogyakarta Dalam Wacana

Politik Kelompok Pro Penetapan Dan 0o Pemilihan : Perspektif

D, sedangkan pihak

ubernur DIY melalui

perspektif pendidikan kewarganegaraan dalam domain social cultural
kewarganegaraan. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

lebih mengkaji aspek hukumnya.
KERANGKA PEMIKIRAN

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat istimewa. DIY merupakan kesatuan wilayah Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman lengkap dengan
pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena peran dan sumbangsih
yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia maka negara mengapresiasi DIY dengan
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memberikan keistimewaan. Keistimewaan DIY adalah terletak pada
eksekutifnya yakni kepala daerah adalah Sri Sultan Hamengku Buwono dan
wakil kepala daerah adalah Paduka Sri Paku Alam, yang keduanya secara
otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keistimewaan
Yogyakarta akhirnya  mendapat pengakuan melalui regulasi dengan
dikeluarkannya Undang-Undang
(UUK DIY). Di dalarr

pokok yang k al adal mm&kanis nespengisian jabatan Gubernur
dan Wakil'Guber , %
i %bahasa rencana Unt%ndan Keistimewaan Daerah
- -

Nomor 13 Tahun 2012 tentang

keistimewaan DI Undang-Undang ini masalah

Gubernur melalui mekanisme pemilihan, mendasarkan pada Pasal 18 ayat 4
Undang Undang Dasar yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati dan
Walikota  masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Sedangkan pihak yang
menginginkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY melalui
mekanisme penetapan , mendasarkan pada Pasal 18 b ayat 1 yang
menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini berlangsung
terletak pada eksekutifnya yakni kepala daerah adalah Sri Sultan Hamengku
Buwana dan wakil kepala daerah adalah Paduka Sri Paku Alam.
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Timbulnya pro dan kontra tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil
gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas disebabkan karena
adanya perbedaan pandangan tentang pemaknaan negara hukum dan demokrasi
serta keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui perdebatan dan proses yang amat panjang, Keistimewaan DIY,
akhirnya mendapat pengakuan melalui regulasi dengan dikeluarkannya UUK
DIY Nomor 13 Tahun 2012. Undang-Undangiini telah menentukan bahwa

penetapan.

Wakil Gubernur DIY antara Sabda Raja dan Dawuh Raja sebagai simbolisasi
budaya, persepsi masyarakat DIY, pemangku kepentingan yang diwakili oleh
produk hukum adalah relasi sempurna untuk menciptakan tertib sosial. Oleh
karena itu politik hukum pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
dalam perspektif gender menjadi penting untuk mewujudkan harmonisasi. Agar
dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pembaca di bawah ini

akan disajikan bagan kerangka berfikir:
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